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BAB I

PENDAHULUAN

A. L atar Bclakang Maralah

Masa tahun rgs?-1965 merupakan mase ketika peranan

demokrasi Indonesia bukan saja menurun tetapi hampir saja

berganti menjadi diktator. Terutama dengan berlakunya kembali

uuD 1945 pada tahun rgsg, masa ini mencatat bangkit dan

berkembangnya suetu pemerintahan otokratis yang menumpas tanpa

segan oposisi atau pandangan yang tidak menyetujuinya. sistim ini

disebut secara populer Demokrasi Terpimpin, nama yang diberikau

presiden soekarno sendiri; sistim yang msnurut dia sesuai dongan

keedaan dan keperluan tanah air.t statemen di atas dipertegas lagi

oleh Bung Hatta yang menyebut Demokrasi Terpimpia sebagai

I Deliar Noer, partai palitik Isram di pentas Nasionar (JakartaCet, I, I987), Hal, 349
GrafiLti Pers,
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2

sua tu D iktator yang didukung oreh gor ongan-got ongan yang

tertentu".2

secara resmi periode D smokrasi Terpimpin bermura dengan

dikeluarkannya D ekrit presiden soekarno pada tanggal 5 Iuli 1g5g.

D ekrit itu menyatakan berrakunya kembari uuD l9i0 yang

dinyatakan telah habis masa berrakunya. Juga merarui Dekrit itu
maj elis Konstituante yang dibentuk pada tahun 1956 dinyatakan

bubar atas dasar ketidakmampuan majeris ini msrampungkan

tugasnya, terutama dalam menetapkan dasar negara yaitu dasar

Pancasila atau dasar Islam.3

2 Drs. M. Rusri Karim, perjaranan partai politik di Ind.onesia, (Jakarta : cvRajawali, 1993) Hal. 149r Ahmad $yafi'i Ma'arif, Isram dan potitik di Indonesra, (yogyakarta : IAINSunan Kalijaga press, Cet, I, lggg) Hal,2

Pada awalnya seberum Dekrit diumumkan oleh presiden

soekarno, di dalam majelis Konstituante partai-partai politik Islrm

menentang gerakan soekarno tersebut. Namun sesudah dekrit,

partai-partai Islam terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok

pertama adalah terdiri dari Nahdlatul .ulama, (NU), partri syarikat

Islam Indonesia (psII) dan persatuanTarbiyah Islamiyah (perti),

merska memihak soekarno dan menyertai Demokrasi Terpimpin.
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3

sedang kelompok yang kedua adalah majelis syuro Muslimin

Indonesia (Masyumi) yang mana partai ini sejak awal memang

menentang ide Demokrasi Terpimpin yang mengakibatkan partai ini

diperintahkan bubrr pada akhir tahun l g60 oleh presiden pertama

Indonesia. Soekarno. a

D alam menghadapi rezim soekarno ini partai-partai Islam

keouali M asyumi tidak berani menentang dan tidak berdaya

menghadapi politik soekarno yang lebih menguntungkan partai

Komunis Indonesia (PKI). lvalaupun mereka (parta-partai Islam)

berpotensi dan didukung oleh mayoritas umat Islam Indonesia.

B. Alasan Mcmillh Judul

A dapun alasan penulis memilih judul ini adalah :

l. D emokresi Terpimpin secara resmi bermula dengan

dikeluarkannya dekrit Presiden pada tanggal j Iuli 19 j9. M ulai

dekrit itu M aj elis Konstituante yang dibentuk tahun lgs6

dinyatakan bubar karena ketidakmampuan majelis ini

merampungkan tugasnya, terutama dalam menentukan dan

a .1,. Syafi'i Ma'arif, 1988, Hal.3
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4

menetapkan dasar negera pancasila atau dasar Islam. Kenapa hal

ini bisa terjadi ?, hal inirah yang menarik untuk dibahas.

2.Dari hasil pemilu tahun r9i5 di mana partai-partai politik Islam

mempunyai kekuatan besar bira dibandingkan dengan yang

lainnya, seperti M asyumi menempati urutan nomer dua setelah

PNI dan NU berada pada urutan ketiga dan ditambah lagi perti

dan PSII yang didukung oreh mayoritas bangsa Indonesia yang

3. beragama Islam- Tetapi mengapa partai-partai poritik Isram

yang mempumyai kekuatan begitu besar dapat dikalahkan oleh

konsep Demokrasi Terpimpin dan partai-partai poritik tersebut

seakan-akan kehirangan dunia politiknya karena tidak dapat

menyampaikan aspirusi rakyat.

4. Di sisi lain, tanrpak kecendsrungan soekarno kepada Komunis

terbukti dengan adanya Nasionalis

(NASAKOM), yang ilrEna NASAKoM

soekarno dalam rangka menggabungkan antara Nasionaris,

Agama, dan Komunis. Tetapi mengapa partai-partai poritik

Islam itu mau menerima NAsAKoM, terkecuari M asyumi.

Agama Dan Komunis

adrlah merupakan usaha
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5

C. Pcnegasan Judul

Agar tidak terdapat kesalahpahamrn dan meodapat pengertian

yang jelas terhadap skripsi ini, maka perlu kiranya penuli

memberikan penjelasan pada arti kata judul tersebut :

- Pcrcaturfln ;

- Siasat politik, perjuangan politik.5 yang penulis maksud adalah

perjuangan atau kiprah partai politik Islam.

- Partei :

Perkumpulan atau segolongan orang yang soazas, sehaluan

dan setuiuan (terutama) dalam bidang politik. 6

- Polltlk :

Pengetahuan mengenai ketatanegaraan/kenegaraan.T

- Irlam :

Ajaran yang dibawah oleh Nabi Muhammad.s

5 Oepdikbvd, kamus Besar Bahasr: Indonesid,, (Jakarta ; Balai Pustaka, Cet
II, 1989) Hal. 1? 56 ibid. :Hal.tTz7 ibid. Hal. ?d5

" tbid. Hal, 388
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6

Partri Politik Islam adalah merupakan partai yang mewakili

umat Islam untuk msnyampaikan aspirasinya kepada

pemerintah.

- Dem okrasi Terptmpin

Suatu sistim demokrasi yang dijalankan dengan

rarcangan dan petunjuk-petunjuk yang tertentu.e y ang

ketetapannya diatur dalam ketetapan MpRs oomer

VII/M PRS/I965.

D. Lingkup Pembaharan dan Rumuetn Maralah

l. Lingkup Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini adalah meliputi

a. Latar belakrng lahirnya D emokrasi Terpimpin

b. Pengertian D emokrasi Terpimpin

c. Pelaksaraan Demokrasi Terpimpin

d. Persepsi umat Islam terhadap D emokrasi Terpimpin dan

partai-partai politik Islam yang ada dalam D emokrasi

Terpimpin.

e WJS. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia,.
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7

e. Rumusan M asalah

a' Bagaimana kondisi partai-partai politik Isram pada

Demokrasi Terpimpin ?

m asa

b. Bagaimana tanggapan presiden soekarno terhadap partai-partai

politik Islam ?

c. Bagaimana kosekwensi dari sikap presiden soekarno terhadap

partai-partai politik Islam ?

E. Tujuan Psnulisan

Adapun tujuan yang hendakdicapai dalam penurisan skripsi

ini adalah :

I - Berusaha untuk memaparkan segi positif dan negatif dari

sistim Demokrasi Terpimpin.

2. B erusaha untuk msngungkapkan metrgapa kehidupan partai-

partai politik Islam yang berpotensi dan didukung oleh

mayoritas umat Isram dapat dibuat tidak berdaya.

3. D engan mengetahui sistim pemerintahan pada masa D emokrasi

Terpimpin yang dipegang oleh soekarno sebagai panglima

tertinggi angkatan psrang dan sekarigus sesepuh yang
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I
akibatnya terjadi pemberontakan G.30/s pKI pada tahun r 965

yang menghancurkan bangsa Indonesia, maka kita akan lebih

waspada dan berpengaraman terhadap rangkah-rangkah yang

akan ditempuh dalam era reformasi ini.

x' , Mctode prnuliran

D alam penulisan skripsi ini metode yang dipakai meriputi

I . H eurirtik, y aitu pengumpulan data

M aksudnya kegiatan mengumpulkan

dari sumbernya.

data - data yang

b erhubunga n denga n penuris a n sk ripsi i ni da ri
sumbernya.sedangkan sumber datanya menggunakan sumber

kepustakaan, yaitu data yang diambil dari buku_buku.

2 ' Krltlk, yaitu kegiatan untuk menirai sumber data yang

dibutuhkan dengan maksud untuk menentukan bahwa sumber-

sumber data yang diperoreh, memang yang dicari. Kritik ini
dinamakan kritik ekstern. Kritik intern bekerja setetah kritik
ekstern, yaitu pengujian terhadap isi atau kandungan sumber,

guna dapat memberikan informasi yang diperrukan (dapat

dipertanggung j awabk an).
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9

3.Interprcterl, yaitu kegiatan untuk menetapkan atau

memberikan m akna yang saling berhubungan dari fakta -fakta

y ang diperoleh. 10

4. PenyaJlan D ata.

Adapun pola penyajian data, penulis sampaikan sebagai

berikut:

a. Informasi deskriptif, yaitu dengan menyajikrn informasi

data yang diperoleh yakni kepustakaan dalam bentuk apa

a danya.

b. Inform asi analisis, yakni dengan menyajikan informasi data

c. sejarah yang telah dianalisa.

G. Sirtem atlka Penullsan

sistematika pembahasan atau gambaran secara garis besar

dalam kessluruan isi skripsi ini adalah:

B a b I : Berisi pendahuluan yang m eliputi latar belak ang

masalah, alasan memilih judul, ponsgasan judul,

Iingkup pembahasan, dan rumusan masrlah, tujuan

r0 Nu groho Notosus ant o, Ma salah P enel it ian Sej a rah Konte mp o rer,(Jak art a
Yayasan Idayu, 1978), Hal 40
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l0

Bab II

Bab III

Bab IV

Bab V

penulisan, metode penulisan dan sistematika

p enulis an.

: Berisi tentang kehi dupan politik menj elang

D emokrasi Terpimpin yang meliputi keadaan

politik pa da m asa konstitu ante dan faktor-faktor

kegagalan konstituante.

: Berisi tentang Demokrasi Terpimpin yang meliputi

pengertian D emokrasi Terpimpin dan peraksanaan

D emokrasi Terpimpin.

: Berisi tentang percaturan partai-partai politik Islam

yang meliputi persepsi umat Islam terhadap

D emokrasi Terpimpin dan partai-partai politik

Islam dalam D emokrasi Terpimpin.

: Berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulrn

dan saran.[]
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BAB II
KEADAAN POLITIK

}IENJELANG DEIVIOKRASI TERPIMPIN

A. KGadaan Pollflk pada Mara Konsfltuante

Kehidupan

sebagai ma sa

Partai Politik di tahun 195 0 -an bisa disebut

di mana ditemukan iklim yang benar-benar

memberikan angin bagi tumbuh suburnya partai politik. Dalam

masa ini terlihat berbagai gejolak politik torutama di kabinet dan di

parloman. D engan sistem pomerintahan "parlementer,, ini partai

politik yang memiliki jumlah oukup banyak tersobut, dinamika

politik bisa diamati terutama dari segi jatuh bangunnya kabinet.

Karena medapat mosi dari rawan poritiknya, mengingat jumrah

suf,ra partai politik di parlsmen saat itu tidak ada yang mayoritas

mutlak apalagi mnyoritas tunggal.u

sejak saar itu konflik-konflik tidak dapat dihindarkan.

Pertentengan ideologi semakin memuncak. Menurut Arbi sanit pada

dasarnya faktor Ideorogi inirah yang menjadi dasar pokok

rr Drs. M. Rusli_K arim, Perjalanan Partai potitik di Indonesi, JakartaRajawali Prens, Cet. III, 1g93, Hai t07
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13

pertikaian ili antara partai-partai di Indouesia.Hal ini disebabkan

oleh belum adanya suatu ideologi yang mampu menyalurkan elit
politik ke dalam suatu perset*juatr yang mendasar mengenai poritik,

k enegara an dan kem asyarakatan. 12

sejak Indonesia merdeka pada tahun r960 (masa Demokrasi

Liberal) tidak kurang dari zs kabinet yang terah memerintah di

Indonesia. Dari jumrah yang ada itu yang berhasir memerintah

selama l2 sampai r3 buran sebanyak ? kabinet. sedangkan yang l2
kabinet berumur 6 sampai 1r bulan dan yang 6 kabinet hanya

berumur I sampai 4 buran. t' Keadaan yang demikian inirah yang

dijadikan standar ketidakstabiran poritik pada masa itu.

Ketidakstrbilan politik dan kegagalan-kegrgalan yatrg dialami

pada masr Demokrasi Liberal ini, mendorong timbulnya ide

penyerdehanaau jumlah partai politik dan mengundang beberapa

pihak, termasuk di dalamnya soekarno untuk mencobr memakai

sistem lain.

Tetapi Domokrasi Liberar m'ncatat satu peristiwa

" Arbi sanit, 'sisfrrr Potitik Indonesie (kstabilan pete Kehuaatan politi* danpembangunan), Jakart"a, Rajawali, 19g1, Hal. ig" Drs. M, Rusli Korim, 1993, Hal,l l3
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l4

pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi yang cukup penting, yaitu

diselenggarakanrya pemilihan umum pertama pada tahun lg j5.

Pemilihan umum ini dimaksudkan untuk membentuk dua badan

legislatif . Pertama, Parlem en; Kedua, Konstituante yang bertugas

menyusun UUD yang permanen menggantikan UUDS l9j0t4.

Karena kabinet-kabinet koalisi partai sering jatuh, repolitisasi

penduduk sebagai akibat porsaingan partai-partai dan menyebarnya

kekuatan rakyat ke dalam politik etnisitas dan sentrifugalisme ini,

msndorong soekarno untuk menerapkan Demokrasi rerpimpin.

sobenarnya keinginan soekarno untuk menorapkan Demokrasi

Terpimpin itu sudah mulai tampak ketika beliau mengeluarkan

statemen di hadapan pemuda di Jakartr tanggal zE oktober 19j6,

bahwa semua partai politik harus dikuburkrn dalam rangka

membuat jalan bagi tercapainya persatuan nasional. rs

Pada kesemprtrn lain di surabaya soekarno juga mengatakrn

bahwa demokrasi ala Barat tidak sesuai lagi untuk diterapkan di

" Dr", M. Rusli Karim, 1993, Hal. XI
15 Ganis Harrono, Cakrawdla Politik Era Soekarno, (Jakarta, Idayu press, Cet

I, 1985), Hal, 84
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Indonesia. B ahwa Indonesia telah mempunyei bentuk demokrasi

yang asli yaitu Demokrasi Terpimpin 16

Pada masa itu telah disadari oleh M. Hatta bahwa soekarno

mau mengambil seluruh kekuasaan politik di tangannyr sendiri

yaitu dengan menerapkan Demokrasi Terpimpin. Akhirnya pada

tanggal I Desember 1956, Mohammad .Hatta mengundurkan diri

dari jabatannya sebagai wakil presidon.l?

Pengunduran M. Hatta ini m enimbulkan koresahan serta

rangkaian protes, khususnya di kalangan masyarakat luar rawa,

serta di kalangan masyarakat yang anti komunis. Adanya simpati

kepada Hatta ini telah memperkuat kecenderungan masyarakat luar

Jawa anti Iakrrta dan anti soekarno.rB Inilah yang menjadi sumber

timbulnya pemberontakan pRRI dan ditambah dengan adanya

ketidakpuasan dengan sistem pemerintahan Soekarno.

D alam sua6ana politik yang semakin memburuk dengan

me luasnya pemberontakan di daerah-daerah dan ti dak dicapainya

t6 Ganis Harsono,l98i, Hal.
t7 lbid, Hal,

Hal,98
lB BJ. Boland, Pergumulan Islam di Indonesia,(Jakarta, Grafitti pers, 19g5),
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pomerintehan yeng stabil, maka soekarno melontarkan suatu

gtgasan untuk memperbaiki keadaan dan pemerintahan.

Prda tanggal 2l pebruari tgsl, presiden soekarno

mengumumkan konsepsinya mengenai Demokrasi Terpimpin

dihadapkar para wakil partai politik. konsepsi ini dengan tujuan

untuk msnvelamatkan Republik Indonesia. Dalam konsepsi itu yrng

dikehendaki soekarno adalah adanya kabinet Gotong-Royong, yang

di dalamnya setiap pemimpin partai mempunyai poluang yang sema

untuk menjadi perdana menteri. Ia juga menghendaki adanya satu

dewan pEnasehat nasional yang akan melibatkan semua unsur dari

semua alas piramida.le Dalam badan ini akan diangkat wakil-wakil

ciari golongan fungsional seperti petani, buruh, cendekiawan,

tentara, politisi dan wakil dari golongan agama. Dan badan ini akan

dipimpin langsung oleh Soekarno.

Agar secepatnya mendapatkan tanggapan dari mrsyarakat,

maka soekarno meminta kepada partai-partai politik untuk

mengumumkan jarabannye terhadap konsepsi presiden ini adalah

satu minggu. D ari partai-partai besar, kaum nesionalis (pNI) dan

le Ganis HarBono, 198j, hal, Bg

 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 



t7

komunis menyatakan setuju. sedangkan M asyumi dan partai

Katholik menyatakan menentang. Partai-partai lainnya memberikrn

jawaben bersyarat, ffiisalnya NU mau menerima tetapi dengan

syarat PKI tidak diikut sertakan.20 Dafl mereka berpendapat bahwa

merubah sistem pemerintahan dan suasana ketatanegaraan secara

radikal seperti itu adalah merupakan wewenang dari konstituante.

sementara itu, di dalam sidang Majelis Monstituanto terjadi

perdebatan yang seru tentang jenis dasar negara yang akan dianut

oleh Indonesia, yaitu : Islam, Pancasila ataukah sosial-ekonomi.

Partai-partai politik Islam memperoleh ?30 kursi.Dotrgan

komposisinya adalah Masyumi dengan ll2 kursi, NU 91 kursi, psII

l6 kursi dan PERTI 7 kursi, ditambah partai-partai kocil lainnya

286 kursi. Berarti, partai-partai politik Islam memiliki 45 o/o kursi,

sedangkatr menurut uuDS 19i0, penetapan undang-undang Dasar

B aru harus didukung oleh z13 anggota konstituante yang hadir.

Tanpa didukung partai politik lainnyr, tidak mungkin para politisi

Islam dapat menggolkan ideologi Islam sebagai dasrr negara.r,

n BJ. Boland, 19g5, Hal, 922' Dtt. Abd. Aziz Taba, Islam dan Negara dalam Potitik Orde Baru, (Jakarta
Gema Insani Pres , 1996) Hal. l70.l7l
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M eliha t hasil'hasil yang telah dic apai M rj elis K onstiturnto

hingga waktu ini, maka pada tanggal zz April l9J9 pemerinah

'muncul" untuk ketiga kalinya di depan sidang pleno Konstituante

Bandung dengan suatu usulan kongkrit mengensi uuD dalam

bentuk anjuran cekah aos yang berbunyi :-M arilah kita kembali

k epada UUD lg 43' .22

Yang pertama, pemerintah di sidang pleno Koastituante pada

tanggal l0 Nopember lgs6, bertepatan dengan pelantikan

Konstituante itu sendiri. Dalam pidato pelantikan tersebut, presiden

menyampaikan kopada sidang pleno Konstituants harapan-harapan

mengenai uuD yatrg akan disusun itu. sekalipun bukan borupa

naskah atau konsep uuD, namun dalam pidato pelantikan tanggal

l0 N opember itu tercakup pokok-pokok pikiran mengonri konstitusi

yang dianggap sebagai suatu *konsep khusus UUD,.

Kedua kalinya, pada tanggal 30 Juri r gi g, pemerintah

kembali "muncul" di depan sidang pleno Konstituante. setelah

Konstituante berumur kurang lebih dua tahun dan melihat hesil-

2J.C.T. SimoranSkir s.H., Penetapan ulLD Di Lihat Dari llmu lihtkum Tatal{egara Indonesia (Jakarta :pTI, Gunung Agung, l9g4), Hal,l04
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hasil yang dicapai hingga waktu itu berum memuaskan, mrka

pemerintah menganjurkan tiga hal, yaitu :

l. Beberapa pemikiran dan harapan m0ngenai materi

k onsti tusi

2. Harapan msngfldakan perubahan dalam cera kerjanya

Konstituante, supaya bisa lebih cepat bekerja dalam

menyelesaikan tugas kewajibanny a.

3. Pemikiran mengenai kemungkinan menetapkan waktu

(ancer'anoor) bagi poneyelesaian tugas, jangan sampai

bertele-tele tanpa akhir.

Adapun anjuran pemerintah untuk kembali ke uuD 1945 yang

disampaikan di dopan sidang pleno Konstituante pada tanggal zz

April 1959, disertai dengan l0 (sepuluh) pokok pikiran, yaitu :

l. undang-Llndang D asar 1945 merupakan * D okumen

Historis* atas dasar nama revorusi, dimulai dan yang dapat

dipakai untuk landasan guna penyelesaian Revolusi padr

tingkatan sekarang.

2. undang-undang D asar l94 j adalah oukup demokratis dan

sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang tertulis
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dalam salah satu sila dari pancasira, yaitu :, Kerakyatan

yatrg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan, perwakilan,, (pembukaan UUD I 94,5).

-1. undailg-t,ndang Dasar lg45 menjamin terlaksananya

prinsip[ D emokrasi Terpimpin.

4. Undang-Undang D asar 1945

stabil selama lima tahun

m enjamin pem erintah yarg

karena kekuasaan D ewan

Perwakilan Rakyat dibatasi dan kekuasaan tertinggi ada

ditangan Majelis Pormusyawaratan Rakyat.

5. unsur golongan fungsional (karya) dapat dimasukkan ke

dalam :

a. Dewan Perwakilan Rakyat (pasal l9 undang-undang

D asar I 945)

b. D ewan Pertimbangan Agung (pasal l6 Undang-

Undang Dasar l94i)

c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (pasal Z Undang-

Undang D asrr l 94 5
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6. Paralel dengan Domokrasi Terpimpin, maka kebijrkan

ekonomi Terpimpin didasarkan pada pasal 33, asal cukup

dijelasken nanti ol eh perumu san-perumus er D ewan

Perancang Nasional.

? - sistim merubah dan menysmpurnakan undang-undang

Dasar 1945 lebih fleksiber dan dapat dilekukan setiap

waktu amat sangat torasa keporruanaya oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat dengan suara dua perti gr (zt3).

8 - undang-undang D asar tg4i ini dipertahankan sebagai

k eseluruhan.

9 - untuk mendekati hasrat gol ongan-gol ongan Islam,

berhbung dengan penyelesaian dan pemeliharaan

keamanan, diakui adanya *piagam rakarta, tertanggal 22

Juni 1945, yang ditanda tangani oleh Soekarno,

Mohammad Hatta, A. A. Maramis, Abikusno cokrosujoso,

A.H. Kahar Muzakkir, Agus salim, Ahmad subarjo,

Wakhid Hayim dan Muhammad yamin.

l0- Psrubahan, tambahan dan petryempurnaan undang-

undang Dasar 1945 daprt ditaksanakan dengan melalui
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jalan pasal 3? undang-undang Dasar 1945 oreh Majelis

P ermusy awaratan Raky at. 23

Pada rapat-raprt atau sidang-sidang berikutnya, anjuran

pemerintah untuk kembali kepada undang-undang Dasar 1945

tersebut menjadi acara permusyawaratan. Dan terbukti, setelah

beberapa kali m engadakan pembahasan atau pandangan umum

disusul dongan ponjelasan atau j awaban dari pemerintah, maka

kurang Iebih dua bulan berikutnya, konstituants sudah dapat

mengakhiri permusyawaratannya melarui pemungutan suara.2a

Hasil pemungutan suera diadakan sampai tiga kali,

membuktikan bahwa usul anjuran pemerintah untuk kembali kepada

tlndang-Undang D asar 1945 tidak daprt diterima oleh konstituante,

karena tidak memenuhi persyartan konstitusional. rumlah yang

menyetujui usul atau anjuran pemerintah itu tidak mencapai dua

pertiga dari jumlah suarr yang hadir daram rrpat. padahal menurut

uuD s 1950, keputusan itu dianggap sah apabila dihadiri oleh

sekurang-kurangnya dur pertiga jumlah anggota sidang

konstituante.

B J.C.T. Simorangkir S.H,19g4, Hal. 105-10d
" Ibid, I9g4. Hal, lo6
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Karena konstituante sudah dianggap tidak mungkin lrgi dapat

menyelesaikan tugasnya, maka pada tanggal j Juli tgsg presiden

mengeluarkan Dekrit untuk kembali pada undang-undang D asrr

1945.

Pada hari M inggu, tanggal 5 Juli 19i9 pukul r 7.00 wIB

(05.00 sore) Presiden tertinggi Angkatan perang mengeluarkan

Dekrit yang monyatakan bahwa tsrhitung mulai dari hari ponetapan

D ekrit uuD Proklamasi dan Revolusi kita berlaku Iagi bagi

segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, dan bahwa uuD RIs

1950 tidak berlaku lagi.

Dekrit itu dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 luli
1959 dan diumumkan sec&rr resmi oleh presiden pada hari Ahad

pukul 17.00 wIB di sepan istana Merdeka rakrrta.r, Adapun teks

D ekrit tersebut selengkapnya berbunyi :

, . 
at Endang saifuddin Anrhari, piagam Jakarta 22 Juni J9d5,(JakartaPresiden, 1986), Hal. 124

raj awali
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DEKRIT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA /
PANGLIMA TERTINGGI ANGKT.TAN PERANG

TENTANG
KEMBALI KEPADA UNDANG.UNDANG DASAR I9{5

Degan Rahmat Tuhan yang Maha Esa :

KAMI PRESIDEN REPUBTIK TNDONESIA / PANGLIMA
TE RTIN GGI ANGK AT.A.N PER,4.NG

M enetapkan pembubaran konstituante :

Menetapkan_ u-ndang-undang Dasar r945 berraku ragi bagisegenap banssa Indonesia dan seruruh t,m pah-darah ruil*esia,
terhitung mulai tanggal penetapan ini dan, tioat< berlakunya Iagi
Undang-Undang D asar Sementara.

Pembentukan M ajelis permusyawaratan Rakyet sou entara,
y ang terdiri dari anggota -anggota D ewan perwakil an Rakyai
ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan pertimbangan Agungsemsntara, akan disslenggarakan dalam waktu yen; sesingkat-
singk atnya.

Ditetapkan di fakarta ,
Pada tanggal j Iuli 1959.

Atas nama rakyat Indonesia :

Presiden Republik Indonesia / panglima
Tertinggi Angkrtan perang.

SOEKARNO J6

D engan adanya Dekrit itu kedudukan pancasial semakin

x Endang Saifudclin Annhari,l9g6, Hal, 124-.126
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kokoh.sebagai dasar tregare maka semakin kokoh pula kedudukan

Presidensoekarno dalam memutar roda politik Demokrasi

Terpimpin

D engan dibubarkanry a M ajelis Konstituante dan dihrpusnya

uuDs 1950 diganti dengan undang-undang Dasar rg4s melalui

D ekrit Presiden 5 juli l9i9 itu, maka berakhirlah Demokrasi

Parlementer dan mulailah Era Demokrasi Terpimpin ciptaan

Presiden Soekarno.a

Pertimbangan-pertimbangan yang dipakai sebagai dasar

dikeluarkannya Dekrit presiden pada tanggal 5 ruli 1959 adalah :

l. Bahwa anjuran presiden dan pemerintah untuk kembali

kepada undang-Lrndang Dasar l94i tidak memperoleh

keputusan dari konstituante.

2- Bahwa berhubung dengan pernyatrrn sebrgian besar

anggota-rnggota konstituante untuk tidak lagi menghadiri

sidang, maka konstituante tidak mungkin lagi

n Syafii Ma'arif, Islam dan potitik di Indonesia pada Masa DemokrasiTerpimptn,(Yogyakarta; IAIN Sunan Kalijaga, Cet, I, tfaa;, Hal, 142
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menyelesaikan tugasnya yang dipercayakan oleh rakyat

kepadanya.

l. B ahwa keadaan de mikian menimbulkan keadaan

ketatanegaraan yang membahayakan kesatuan dan

keselamatan negara, nusa dan bangsa serta merintangi

pembangunen semesta untuk mencapai masyarakat adildan

makmur

4. Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia

dan didorong oleh keyakiuan presiden sendiri, kepala

tregara terpaksa m onempuh satu- satunya jalan untuk

menyelamatkan negara proklamasi.

5. Bahwa Presidsn berkeyakinan bahwa piagan Jakarta

tertanggal 22 runi L94s menjiwai undang-undang Dasar

1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan

dengan konstitusi tersebut. 28

A khirnya

M anifesto Politik

Dekrit Presiden tersebut dinyatakan sebagai

Republik Indonesia yang m enguraikan tentang

B Moh' Kusnadi,_Bintan saragih,su sunan pembagian Kekuasaan Menurut
^'rsrrm undang-undang Dasar tori,(Jakarta, yayasan p.l-tt.*.ri, esls, l9g1), Hal1'?4
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limr kebijaksanaan, yaitu kembali kepada undang-undang Dasrr

1945, Sosialisme Indonesia, D emokrasi Terpimpin, Ekonomi

Terpimpin dan kepribadian Indonesia. Penjabaran dari M anifesto

politik kemudian dikenal dengan M anipolo USD EK.2e

A. Faktor Kcgagalan Konstltuantc

Sejarah konstituante Bandung membuktikan, bahwa sidang

pembuat Undang-Undang Dasar itu tidak berhasil bersama-sama

pemerintah menetapkan suatu undang-undang D asar yang akan

menggantikan undang-Undang D asar Sementara 1950. B aik dengan

k onsep undang-undang D asar , maupun dengan a danya konsep

Undang-LTndang Dasar dari pemerintah berupa UUD lg4 j.

Namun menurut pendapat J.c.T. simorangkir adalah kurang

fair serta kurang sesuai dengan kenyataan rpabila dikatakan, bahwa

Konstituante bandung itu gagal total. M emang badan ini tidak

menghasilkan sesuatu undang-undang D asar, tetapi karya-karyanya

di bidang konstitusi merupakan suatu fakta yeng tidak bise disangkal

r AMW. Pranaka, Seiarah Pemikiran Tentang Pancasila, (JakarLa : yayasan
Proklamasi, CSIS, 1981), Hal. 1?4
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oleh siapapun

statemen di atas dipertegas lagi oleh prof. A.Kahar Muzakkar

dari fraksi Masvumi, Dalam pidrtonya di deprn sidang Majelis

Konstituante pada tanggal I I Mei 19i9, ia memberikan keterangan

tentang hasil final Majelis Konstituante :

"S ava
K onstituante
b enar dalani
persiapan ko
saya perhati
pesiapan kon
bahwa konst
tu ga sny a ". 30

m empuny ai pengalam an p ada biasanv a ketua
kita M ereka. Wilopo itu aclatah orang ya ng

perasaanny a. Pada hari penutupan panitia
nstitusi (tanggal 18 Pebruari l9 j9) yang lalu,
kan dari kata-kata penutupan sidang panitia
stitusi hari itu, dongan jelas beliau mengatakan
itusi sudah dapat menyelesaikan g0 yo dari

D ari rangkaian data yang telah dirangkaikan di atas, maka

dapatlah disimpulkan bahwa :Tidakrah beralasan kesimpulan yang

menyatakan bnhwa M ajelis Konstituante "tidak menghasilkan

sesuatupun yang bermakna", atau" tanpa hasit kongkrit sedikitpun,,

etaupun kesimpulan yang lain yang sejiwa dan semakna dengan itu

yang sering dilansir oleh semntar orang. M ajelis ini-dengan

meminjam kata-kata Mr. wilopo, ketua umumnya sendiri-edah dapat

menyelesaikan 90% dari tugasnya. D an seandainya majlis ini diberi

$ Endeng $aifudelin Anshari, 19g6, Hal, 9g
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kesempatan yang fair dalam masa beberapa bulan lagi saje, tanpa

intervensi dari luar, niscaya majlis ini dapat melaksanakn 100% dari

tugesnya, dapat berhasil menyelesaikan problem-problemnya dengan

tuntas, dan meramputrgkan tugasnya yatrg mulia yrng diporcayakan

segenap rakyat Indonsia pada pundaknya untuk membentuk undang-

Undang Dasar Republik Indonesia yang permanen dan diterima bulat

setulus hati serta didukung Departemon Agama RI dijunjung oleh

segsnap kelompok yang hidup dalam msyarakat Indonesia.3r

Menurut faktanya memaog tidak ada kosepakatan diantara

pare anggota konstituante mengenai Dasar Negara, sebab di dalam

majlis konstituante itu diperdobatkan tiga maoam Dasar Negara,

y akni:

I. yang mempertahankan sosIAL-EKoNoMI sebagai Daras

N egara

IL yrng mempertahrnkan ISLAM sebrgai Dasar Negara.

III. Yang mempertahrnkan pANCAsILA sebagai Dasar

Negara.

3l Enclang Saifuddin Ansari, hal. 99
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Namun golongan yang mempertahankan PANCASILA sebagai

Dasar Negara adalah mayoritas, walaupun tidak sampai dua pertiga

jumlah anggota sidang konstituante.32

Iadi sekalipun konstituante tidak berhasil untuk menetapkan

undang-undang Dasar Negara Indonesia sebagai pengganti undang-

undang sementara 1950, tramun pengaruh konstituante, melalui

golongan yang menerima dan mempertahankan PANCAILA sebagai

D asar Negara. Adalah cukup besar dan bahkan menentukan bagi

berlakunya kembali undang-undang Dasar 1945 sebagai undang-

undang Dasar bagi segenep bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia. Dongan kata lain : pongaruh Konstituante,

sekalipun "gagal" (dalam arti tidak berhasil menetapkan uuD )

adalah cukup bssar bagi penetapan undang-undang Dasar Negara

Indonesia.

Adanya perdebatan serta perbedaan pendapat para anggota

Konstituante yeng tajam, mendalam dan bahkan kontroversial,

khususnya waktu permusyaweratan mengenai dasar negara kemudian

* 
J, C,T, *simora-ngkir, ha!, 1 l ?
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ketika memperdebatkan anjuran pBmerintah untuk kembrli ke uuD

1945, jauh hari setelah diramalkan oleh anggota M. yamin.33

Pada tanggal 23 Nopember 1956, yakni pada saat sesudah

terpilih pimpinan Konstituante, dan sidang akan pembicaraan

mengenai Peraturan Tata Tertib Konstituante, M.yamin pernah

b erkata:

mereka raba rasa saya. Akan datang waktunya, bahwa
suasana dalam Konstituante ini tidak akan tetap teduh dan
tenang belaka, melainkan dapat dirasakan di dilam gedung

["f,XTTi,i,: 
,T,l*r*.o berriup tauran dan badai iaioro!

Juga Prof. Dari. Ismail suny s.H. dalam bukunya :pergoseran

Kekuasaan Eksekutif' Berkata *ssnada' dengan M. yamin:

"Konstituante telah menjadi medrn perdebatan yatrg tidak

berkesudahan, pertarungan bagi partai-partai dan pimpinan-pimpinan

p oli tik m sngena i persoal an-pcrsoalan prinsipal,'. 35

A dapun faktor-faktor yang menyebabkan kegagalam

Konstituante dalam menetapkan uD adalah sebagai berikut:

3 J.C.T. Simorangkir, hal. l0g* Ibid. hal. i l2s tbid, hal, 1 I 3
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I . A danya tiga aliran ideologi yang tidrk bis a

dikompromikan dalam sidang Konstituante.

? Karsra adarryr intervensi dari luar Majelis Konstituante

(Presiden Soekarno), yang berupa anjuran untuk kembali

ke UUD 1945. Padahal saat itu telah dilangsungkrn sidang

K onstituante.

3. Karena sobagian anggota-anggota Konstituante tidak lagi

menghadiri sidang, maka Konstituante tidak mungkin lagi

dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan rakyat

kepadanya.[]
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BAB III
DEMOKRASI TERPIMPIN

A, Pengcrtlan Dcmokrasl Tcrplnpln

sebelum memasuki pembahasan tentang pengertian

Demokrasi Terpimpin, ada baiknya penuris jeraskan sedikit uratan

tentang definisi demokrasi.

D emokrasi ditinjau dari segi bahasa, berasal dari bahasa

Yunani, Denos berarti rakyat dan Kratia yang berarti pemorintahan.

Jadi demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang

mengikutsertakan seruruh anggota masyarakat dalam pengambiran

koputusan yang menyangkut soal-soal kenegaraan dan kepentingan

bersama- D ongan pengakuan terhadap hak-hak rakyat, pemerintahan

demokrasi dapat disebut

D emokrasi didasarkan

pemerintahan dari rakyat untuk

pa da prinsip kedaulatan rakyat

ra ky at

y ang

mengandung pengertian bahwa semua manusia pada dasarnya

memiliki kebebasan dan hak serta kewajiban yang sama.Ir

_ 
t_Ensiklopedi Nasional Indonesia IV, (Jakarta

Hal,243 PT. Cipta Adi Pusaka, t9g9),
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Bila ditinjau dari segi istilah demokrasi adalah sistim

pemerintahan yang mengakui hak segetrap anggota masyarakat untuk

mempengaruhi keputusen politik, baik secara langsung maupun tidak

I angsung.2

sementara yang lain mengatakan uDemobrasi* berasal dari

bahasa Belanda : Demokratie yang berrrti suatu sistim pemerintahan

yang mengutamakan pengaruh rakyat dari negara itu.3

Pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud

dengan demokrasi di sini adalah suatu sistim pemerintahan di mana

rakyat ikut berperan dl menentukan keputusan politik, baik secara

langsung maupun tidak langsung, etau dongan istilah lainnya adalah

kedaulatan berada di tangan rakyat.

setelah penulis uraikan tentang arti demokrasi, maka

selanjutnya kita ajkan mombahas tentang pengertian Demokrasi

Terpimpin.

sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalrm penegasan

judul, bahwa arti Demokrasi Terpimpin adalah suatu sistim

| !1ts.i.ktof_edi Indonesia Demiliterrsasi, (Yayasan Kanisisus, 1973), Hal. ?84-'Yulius S'et. al . Kamus Baru Bahasa Indonesia, (Surabaya : Usaha Nasional,
Cet, 1984), Hal,44
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demokrasi yang dijalankan dengrn rancangan dan potunjuk-potunjuk

yang tertentu. yang ketetapannya diatur dalam ketetapan MpRs

Nomer VIUMPRSII 965.4

D em okrasi Terpimpin dim aksudkan untuk menentang sifat_

sifat Iiberal dari pada Dsmokrasi Barat, yang bertentangan dengan

azas-azas permusyawaratan untuk msncEpai mufakat, sesuai dengan

Pancasila. D alam pelaksenaanya D emokrasi Terpimpin tsrlalu

menonjolkan unsur pimpinan yang diberi hak untuk mengambil

keputusan apabila tidak dicapai mufakat dfl suatu permusyawaratan.

Maka dari itu akhirnya moluncur ke arah kediktatoran.,

D alam amanatnya pada tanggar zz Aprir 195g, presiden

soekarno memberikan penjerasan mengenai definisi Demokrasi

Terpimpin, di antaranaya adalah :

a. D emokrasi Terpimpin adarah suatu sistim demokrasi yang

dijalankan dengan rsncanagtr dan petunjuk-petunjuk tertentu

yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dl permusyasaratan I

perryakilan" atau tanpa otokrasinya diktator, yang berprinsip

bahwa:

]W;S PurwadarminLa, Kamus (Jmum Bahasa Indonesia -5 Ensiklopedi trmum,(Jakarta , yiy"r* Kanisius, lg73),Hal,30l
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l.Tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada

kepentingan umuffi, Iasyarakat, bangsa dan negara.

2.Tiap-tiap orang berhak mendapat penghidupan yang tayak

dalam masyarakat, batrgasa dan negara.6

b' D emokrasi Terpimpin adatah pe njabaran trari sita keempet dari

Pancasila, vakni kerakyatan yang dipimpin oreh hikmad

kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, yang

berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong-royong di

antara sesama kekuatan nasional pro,qrcssif revolusin,i:r yang

merupakan kepribadian dan pandangar hidup bangasa Indonesia.

Yaitu tata-cara dl mengatur dan memimpin segala segi kehidupan

politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan penuh rasr tanggung

jawab demi tercapainya masyarakat adil dan makmur serta menuju

kelancaran jalannya revolusi. 7

c. D emokrasi Terpimpin adalah satu-satunya alat untuk mongemban

amanat penderitaan rakyat dan tujuan revolusi nasional Indonesia

berdasarkan Pancasila, r,asyarakat tanpa penghisapan atas

Hal. l*6 
slafi'i Ma'arif, Islam d,an Masarah Kenegaraan, (Jakarta : Lp3ES, lggi),

? Muhono, Himpunan Ketetapan MpRs dan peraturan Negara yang penting
Eagi agkata.n Bersenlata 1966, ffal, t+Sg
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manusia oleh manusia.t sebab Demokrasi Terpimpin adalah

demokrasi dengan adanya pimpinan bukan pimpinan untuk

menghilangkan demokrasi, akan tetapi untuk melawan sifat-sifat

Iiberalnya dari pada demokrasi. e

d' D emokrasi Terpimpin adarah demokrasi kekeruargaan, tanpa

enarkhi liberalisme, tanpa otokrasinya diktator. y ang

dimaksudkan domokrasi kekeluargaan adalah demokrasi yang

"mendasarkan sistim pemerintahannya kpd musyawarah dan

mufakat dengan pimpinan satukekuasaen sentral di tangan seorang

sesepuh, yang tidak mendiktatori, tetapi memimpin, mengeyomi.r0

Demokrasi Terpimpin sebagai randasan untuk menjalankan

amanat penderitaan rakyat, sudah barang tentu kalau ia

mempunyai azas, tujuan dan ciri khas tersendiri yang masing-

masing dijabarkan sebagai berikut :

Azar :

l.Demokrasi Terpimpin dipimpin oreh pancasira, baik ideologi

maupun cara kerja.

B lbid., Hal. l4s9e soeparno sH. Dkk, civics, Manusia dan Masyardkat Baru Indonesiaa : Balai Purtaka, 1962 ), Hal. g4
'" Syafi'i Ma'arif, 19g5, Hal, lg3-l84

(Jakart
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2' D emokrasi Terpimpin menjamin kebebasan berfikir dan

berbicara, mengemukakan pendapat daram setiap

permusyawaratan, dalam batas-batas keselamrtan negara,

kepentingan rakyat banyak. dan bertanggung jawab kepadr

Tuhan

TuJuan:

I. D emokrasi Terpimpin bertujuan meraksanakan haluen negara

Manipol / usdek untuk mencapai masyarakat yrng adir dan

makmur, masyarakat sosialis Indonesia berdasarkan

Pancasila, yang penuh kebahagiaan materar dan spirituar

sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia, l7
A gustus 194 5.

2. Demokrasi Terpimpin bertujuan pura untuk merindungi dan

menambahkan hak-hak bagi rakyat dan menghapuskan hak

hak kaum imperialis, kaum feodrris serta kaki tangan kaum

kontra revolusioner, kaum anti progressif dan kaum penghisap

ra kya t

Fungri :
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l. D emokrasi Terpimpin adarah arat rakyat untuk mencapai

tujuan rakyat yang terah dikorbani oreh rakyat berpuruh-puruh

tahun' yaitu negara kuat, masyarakat adir dan makmur.

2 . D em okrasi Terpimpin pa da hakek atny a adar ah dem okrasi

penyelenggara atau demokrasi kerj a.

3. D emokrasi Terpimpin merupakan arat untuk meraksanakan

konsepsi'konsepsi Bung Karno (soekarno) sebagai

penyambung lidah rakyat, termasuk konsepsi yang dicetuskan

pada tanggal 2l pebruari 195?.

Clri Khas :

1. D emokrasi Terpimpin tidak bertentangan dengan demokrasi

liberal, dan bukan diktator, tetapi adalah Demokrasi gotong

royong dari semua gorongan yang urendukung revolusi

Indonesia, menentang kapitarisme, Imperiarisme, Feodarisme

dan kolonialisme

2. D emokrasi terpimpin bukan medan pertentangan antara

komponen satu sama rain,tetapi medan untuk mencari

kemenangan satu goronga atas gorongan yang Iain, dan untuk

merebut kekussaan oreh satu gorongan terhadap yang rain.
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3. D emokrasi terpimpin meocari sintesa, moncari akumulasi

pikiran, tenaga untuk melaksanakan amanat penderitaan

ra kya t.

4. D emokrasi terpimpin melarang propaganda anti

N asionalisme, anti agama dan anti komunisme,tetapi

sebaliknya menghendaki konsultasi sesama aliran progresif

revolusioner. "

sesuai makna yang terkandung di atas,maka sudah seharusnya

kalau demokrasi Terpimpin itu mengakui adanya pimpinan,mengakui

kebebasan berpikir, berbicara setama dalarn [:ataskemaslahatan

negara dan deilri tercapainya masyarakat adil dan makmur.di bawah

payung Demokrasi Terpimpin akan menjadi demokrasi pelaksana,

demokrasi kerja yang pola kerjanya harus di sesuaikan dengan

kehendak rakyat. ra

N amun

konsepsinya, ia

sistim D em okrasi Terpimpin

persaudaraan umat yang sehat,

setelah B ung Karno dapat merealisasikan

berhalik dari konsepsinya sendiri, yakni dengan

tidak menambah terciptanya iklim

politik yang bebas tanpa paksaan,

" Muhono, Hal. 1460
12 Suparclo SH, Dkk, Hal, 88
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tapi justru pikiran yang terkunci oleh budaya keotoriteren sehinga

demokrasi yang tidak sehat ini menyeret negara dan umat ke jurang

kehrncuran politik.

B.Pclakr anaan Dcm okrasl Tcrplm pln

Keinginan Soskarno untuk menciptakan Demokrasi

Terpimpin sudah tampak sejak bulan oktober 1956, pada tahun itu

Presiden Soekarno sudah mulai membolak-balik konsepsinya tentang

Demokrasi Terpimpin." Keinginan untuk melaksanakan konsepsinya

itu tampak pula sejak adanya keputusan kabinet Juanda dalam rangka

kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD '45) tanggal l9

Februari 1 959.

Pada tanggal 2 Maret 1959 perdana menteri juanda

mengucapkan keterangan pemerintah di dalam rapat pleno Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), mergenai keputusan tersebut bahwa

pemerintah yakin bahwa pertumbuhan politik sejak tahun 1945

menunjukkan kelemahan-kelemahan antara lain terlalu banyak

Hal ?7

13BJ. Boland, Pergumulan Islam di Indonesia, (Jakarta: Grafitti pers, r9g3),
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pertai'partai dan fraksi-fraksi daram DpR, tidak ade stabiritas

pemerintahan, dan penyelewengan dibidang sosial ekonomi sering

terjadi, sehingga pemerintah yakin pura, kita harus meninggarkan

sistim pemerintahan yflng lama dan bangkit ke sistim yang baru.ra

Atas dasar dan keyakinan iturah maka dewan menteri sampai

kepada kesimpulan dan menyetujui prinsip Demokrasi Terpimpin,

karena alam demokrasi riberar dipandang sudah tidak cocok dengan

tuntutan zeman. Demokrasi liberal harus dibongkar dan diganti

dengan D em okrasi Terpimpin. D em okrasi T erpimpin harus

dipancangkan teguh-teguh di atas demokrasi riberar.15 Demi untuk

menoapai masyarakat adir dan makmur yang sesuai dengan oita-cita

proklamasi kemerdekaan tanggal lI Agustus 194S. 16

Melaui dekrit presiden 5 Juri r959, Bung Karno

mBrgumumkan berlakunya kembali undang-undang D asar 1945

(uuD '4i) dan tidak berlakunya kembali uuDs r9i0. Dan dia

menandaskan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa ini

Eksekutd penyelidihan ltukun Tata

Ciyies, Manusia dan Masyarakat Baru

14 lsmarl Suny, pergeseran
I{egara,(Jakarta : Aksara Baru), ilal. f9Zri supardo Hoetaoreek'Si. Ott,
Indones,ia, (Balai pustaka, l g6Z), Hal. g4

'- Ismail Suny, Hal. 194-195
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adalah masa perarihan dari sistim rama kepeda sistim yrtrg baru, dari

demokrasi parlementer ke Demokrasi Terpimpin.

secara resmi D emokrasi Terpimpin bermula dengan

dikeluarkannya dekrit itu kemudian majelis Konstituante yang

dibentuk pada tahun r 90i 6 dinyatakan bubar karena keti dak

mampuannya untuk merampungkan tugasnya, terutama drlam

menetapkan dasar nogara yaitu dasar pancasila atau dasar Islam.

D engan dikeruarkenny a dekrit itu semu a pimpinan

pemerintahan dan angkatan bersenjata diserahkan kepada presiden

s oekarno- B egitu juga pimpinan rakyat serta organasisasi m assa

secara formal langsung diserahkan kepada presiden soekarno dan

Presiden soekarno secara rangsung menjadi pimpinan semua itu.

D engan demikian kekuasaan semakin berpusat di istana negara.

fungsi departemen semakin berkurang, khususnya Departemen

Pertahana Keamanan. otanaomi presiden semakin beasar, bahkan

menj adi ukuran politik pada masa itu, sedang kekuatan politik
lainnya menjadi rumpuh tidak berdaya. suhu poritik menjadi keropos

termakan oleh budaye otoriter Demokrasi Terpimpinnye presiden

Soekarno
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Tindakan-tindakan presiden soekarno lainnya semakin

meluas, antara Iain MPR hasil pemilihan umum tahun 19.5.5 yang

rruggota-nnggotanya adalah pilihan rakyat dibubarkan dan sebagai

gantinya dibentuk M PRs yang diatur oreh penetapan presiden

(Penpres) N o : 2 tahun 19s9, tertanggar zz ruli l9 j9 yang

anggotanya dipilih dan diberhentikan oleh presiden sendiri. Sejalan

dengan itu dibentuk pula Dewan pertimbangan Agung sementara

(DPAS) yang anggota-anggotanya diangkat dan diberhsntikan oleh

presidon yang diatur oleh Ponpres nomor: 3 tahun lgsg. t7

Akhir pidato kenegaraan tanggar t? Agustus 1959 yeng

berjudul Penemuan Kem bali

sebagai Garis-Garis B esar

membangun sistim multi partai, maka dikeluarkanlah penetapan

Presiden (Penpres) Nomor : 7 tahun 1959, tentang penyederhanaan

kepartaian, antara lain M asyumi dan psI terkena penpres ini.

Kemudian D PR hasil pemilihan rakyat dibubarkan dan diganti

dengan Derf,an Perwakilan Rakyat Gotong-royong (DpRGR) yeng

diatur melalui Penpres No. 4 tahun r960. selanjutnya diselenggrakan

Revolasi Kita, oleh DPAS ditetapkan

Haluan Negara (GBHN) dan untuk

r7 Chairul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatu! ,Ulama, ,(SoloJatayu, Cet. I, 1985), Hal, ZZI
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Konggres Pemuda Indonesia di Bandung prda bulan Februari tahun

1960 yang kemudian isinya terkenal dengan usDEK (uuD 194i,
sosialisme Indonesia, D emokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin

dijadikan
dan K epribadian Indonesia).r8 K emudian oleh D pA S

Manipol USDEK.

Manipol UsDEK ini disusun oleh presiden soekarno sebagai

pedoman polaksanaan program kerja sesuai dengan perubahan_

perubahan fundamentar yang terah terjadi di daram sendi-sendi

ketatanegaraan di Indonesia, dari azas den faham Iiberalisme

menjadi Demokrasi Terpimpin, sejak dekrit presiden 5 Juli lg1rg.

Dengan demikian berarti Presiden soekarno telah berhasil merebut

kunci kehidupan politik sehingga dengan mudahnya ia meuberok-

bslokkan gagasan-gagasantrya dalam memp.rsatukan bangsa

Indonesia melarui ungkrpatr-ungkaprn yang sroganistik revolusioner

yang berporoskan NA sAKoM ini diwujudkan daram seruruh

jaringan lembaga lainnya. It

Tujuan adenya NASAKoM tersebut adarah untuk

mempersatukan bangsa Indonesia, dan keinginan soekarno untuk

rB ibrd. Hal.
re ehairul Anam, lggl. Hal,Z2Z
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mempersatukan bangsa Indonesia baik di kalangan nasionalis, egama

maupun komunis / Marxisme ini sudah dimulai sejak zamatr

pergerakan Indonesia.20 Yaitu perstuan Islamisme, Nasionalisme,

Marxisme itu telah dicetuskan sejak tahun 1926. " Namun keinginan

itu baru terrealisir setelah ia dapat memegang seluruh j aringan

kekuasaan dengan sisitim Demokrasi Terpimpin.

Konsep NA SAKOM ini memang asli dari pemikiratrnya

sendiri, bahwa ide mempersatukan bangsa Indonesia dalam bentuk

NASAKoM itu tidak terlepas dari kepribadiannya sendiri,

sebagaimana ia pernah mengatakan :

"Saya ini orang campuran, ya Theis, ya N asionalis, ya
percaya kepada Tuhan, ya cinta kepada Tanah Air, ya cinta
kepada nasionalisme oleh sebab itu ssya yakin
NASAKOM merupakan proses persatuan Indonesia.22

Begitulah tekad bulat Soekrrno demi terealisasinya konsepsi

NASAKoM. Drn pada waktu itu tidak ada satupun partai politik

yang berani menghalangi kehendaknya, sebab resikonya terlalu

46

Bulan Bintang, Cet,
x A.Z. Abidin Baharuddin, Bahaya Komunis, (Jakarta

III, 1982) Hal. 80
21 ehairul Anam, 198S, Hal. ZZZil Sukarno, Di Bawah Bendera Revolusi I, (Jakarta

Bawah Bendera Revolusi, 1964), Hal.
Panitia Penerbit Di
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besar, karenr pasti akan ditindak oleh Presiden Soekarno. Kondisi

yang demikian inilah yang menurut pengamatan Ibrahim T. Alfian

yrng membuat partai-partai politik menjadi lumpuh, kecuali partai

Komunis Indonesia (PKI) dan Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia (ABRI), disamping Presiden soekarno sendiri sebagai

pemegang kunci kekuasaan dan keseimbangan di antara kedua

kekuatan.

Perwira Militer. Khususnya Angkatan Darat (AD), terkenal

anti PKI. Sikap anti K omunis dari militer ini terlihat clalam

menghalang-halangi PKI masuk dalam kabinet.

Tindakan ABRI menolak PKI masuk dalam kabinet itu sangat

memukul perasran Presiden soekarno yang sejak lama menginginkan

persaturn nasional dengan slogan NASAKoM. sikap berlawana ide

Soekarno itu mengakibatkan kerenggangan hubungan antara militer

dengan Presiden soekarno. Ketidak senangan ABRI terhadap pKI ini

dianggap oleh soekarno sebagai Komunisto phoby dari sikap

pemimpin militer.23

?3 Alfian, Pemikiran dan Perubahan Potitik di Indonesia, (Jakarta : pT
Gramedia, 1990), Hal, 42
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D an kerenggangan hubungan antara Soektrno dengan ABRI

ini oleh PKI benar-benar dimanfaatkan, sehingga jadilah tingkah

laku politik Soekarno lebih banyak diberikan kepada pKI.

Apalagi kalau ide-ide PKI yang dilontarkan senantiasa sejalan

dengan ide Presiden soekarno, sebagaimana ide me-NASAKoM -kan

pimpinan militer. Tentu saja hal merupakan kesempatan emas brgi

PKI dalam rangka merangkul Bung Karno. Dongan demikian pKI

semakin keras dalam berusaha memasukkan pongaruhnya ke tubuh

ABRI, dan usaha ini berhasil menyusup ke tubuh Aagkatan udera

(AU) dan KKO (sekarang, Angkatan Laut) prda saet itu.24

usaha yeng dilakukan oleh Presiden soekarno dalam hal

pembelaan terhadap Partai Komunis Indonesia (pKI) dan grgasan

NASAKoM sungguh luar biasa, terutamr ketika pembubaran Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) hrsil pemilu pada tahun l9j5 yang diganti

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-royong (DpRGR), itu

merupakan kebijakan soekarno dalam rangka memasukkan pKI

dalam kabinet. Meskipun hal ini ditentrng oleh para pemimpin prrtr-

partai politik, khususnya partri agema seperti partai NU (Nahdlatul

a Alfian, 1990, Hal,43
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'Ulama') dengan perantaraan Rois'Aam K.H. Wahrb Hasbullah,

Partai katholik dengan perantaraan K asino yang sama_sama

menentang masuknya Komunis dalam kabinet dan menolak

kerj asama dengan mereka.25

Di samping itu juga timbul reaksi dari kalangan partai

Nasionalis Indonesia (pNI), bahwa anggota partai mereka yang

duduk dalam DPRGR bukanlah wakil dari pNI ; hubungan antara

mereka dengan PNI sudah tidak ada lagi, sebab yang duduk dalam

DPRGR adalah atas hasil penunjukkrn. ,,

Reaksi juga timbur dari prawoto Mangkusasmita (Masyumi)

dan sutomo (Bung Tomo) dari partai Rakyat Indonesia (pRI). Bung

Tomo mengajukan pengaduan kepada M ahkamah Agung dengan

suratnya tanggal 72

Soekarno, yaitu :

Juni 1960 dan ditujukan kepada kabinet

' Mengadukan kabinet yang dipimpin oreh Dari. Ir. soekarno
Iuq pelanggaran yang dila[ukin kabinet tersebut atas
9:9rng-undang D. asaq negara kesatuan Republik Indonesia1945 dengan tindakan-tindakan kabinei membubarkan

r s.M. Amin, Indonesia di Bawah Rezim Demokrast rerpimpin, (Jakarta :Bulan Bintang, 196?), Hal. 2046 Nugroho N_otosusanto, sejarah Nasionar Indonesia vI, (Jakar]a : BalaiPustaka, 1984), Hal, 314
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patlBm en
rakyat,...

sewenang-wenang dengan

berikut:

Republik Indonesia hasil pilihann27

mengemukakan beberapa fakta sebagai

selanjutnya sutomo menuduh, bahwa kabinet bertindak

a. Paksaan untuk menerima Manipol usDEK tanpa diberi

tempo terlebih dahulu untuk mempelajarinya.

b. Paksaan supaya diadakrn kerjasama antara gorongan

N asionalismo, Agama dan Komunis

c' Paksaan pembongkaran tugu gedung prokramasi pegargsaar

Timur 56 Jakarta.2s

sebuah lembaga yatrg diberi nama -Liga Demohrasi,,

ditrentuk untuk menentang kebijakan soekarno yang memperremah

peranan parlemen. Dalam sebuah pernyataannya yarg di tanda

tangani oleh lima tokoh IpKI dan sepuruh tokoh poritik dari

Masyumi, Nahdlatu|urama', partai kathorik dan partai protestan

serta PsI, lembaga ini menuntut ager pembsntukan parlemen

7t ., .,tota,':a ., . ,tota.,
Hal
Hal

315
315
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Gotong-Royong menurut garis yang direncanakan pemerintah

ditangguhkan untuk mencari cara-cara yang demokratis dan

Konstitusional buat membentuk parlomen yang demokratis. 2e

Pada kesempatan lain, pada trulan Maret lg6u, Liga

D emokrasi juga mengeluarkan pernyataan, yang isinya adalah

menentang kebijakan Presiden soekarno yang mengangkat parlemen

baru yang dinamakan D ewan perwakilan Rakyat Gotong-Royong

(DPR GR) dari tokoh-tokoh yang dekat dengannya dan mendukung

k onsepsi -konsepsinys. Perny ata an Liga D em okrasi ini antara I ain

sebagai berikut:

a. Perubahan porimbangan perwakilan golongan dalam DpR GR,

memperkuat pengaruh dan kedudukan dari pada suatu

golongan tertentu yang mengakibatkan kegelisrhan-

kegelisahan dalam masyarakat dan memungkiukan terjadinya

hal -hal y ang ti dak diingink an.

b. Dewan Perwakilan Rakyat yatrg demikian, pada hakekatnya

rdalah DPR yeng meng-iya-kan saja, sehingga tidak bisa

menjadi soko guru negrre hukum yeng di inginkrn.

p Dari. Nasaruddin syamsuddi n, soekarno , pemikiran dan Kenyataan
Prahtek, (PT, Raja Grafindo persada, Cet, II, 1993). hal. l9j
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c. Pembaruan dengan cara p ongangk atau

bertentangan

sebagaimana yang

dengan azas-azas
disiapkan itu adalah

demokrasi.30

M enanggapi pernyataan Liga D emokrasi tersebut, soekarno

memukul balik kelompok pendukung Liga Demokrasi sebagai tidak

demokratis. sebagai orang-orang yflng mendorong pemberontakan

untuk mencapai tujuan moreka dengan kekuatan senjata, dan sebuah

kelompok orang-orang fasis. Dalam jawaban atas kritikan soekarno

tersebut, Liga Demokrasi lebih melihat bahwa pembentukan

parlomon Gotong-Royong dinilai sebagai usaha untuk memberi

dorongan kepada pKI. Har ini bagi soekarno, kocaman terhadap pKI

dianggap sebagai perbuatan pengkhianatan, sebagai oKonunisto

phoby ", *Kontra Revolusoiner. dan td sesuai dengan Manipol

U SD EK. 3I

D alam rapat para petrguasa perrng , 12 september r g60

dibahas masalah ysng berhubungan sekitar kedudukan pKL Soekrrno

pada kesempatan itu, membela pKI sebagei sebuah partai yang

terhormat dan patriotik dan yang dapat memberikan sumbangan

I s t"t. Amin, 1967, Hal. 206" Dr, Nasaruddin Syamsuddin,lgg3, Hal, 196
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banyak kepada revolusi. pada akhirnya Liga Domokrrsi dilarang

berdiri, dan pada tanggal z? pebruari l96l oraganisasi inipun resmi

dibubarkan

Keinginan soekarno agar pKI dapat ikut serta daram

pemerintahan baru terraksana pada tahun r96z. Dua orang tokoh pKI

memang akhirnnyr menjadi menteri, tetapi ini berupa ksdudukan *ex

officio', karena msroka meujadi wakil ketua M rjolis

Permusyawaratan Rakyat sementara (MpRs). Kedua orang itu
adalah D.N. Aidit (sekretaris Jendral pKI, wakil ketua MpRS) dan

Lukman (wakil sekrstaris rendral pKI, wakil ketua DpRGR).32

sebaliknya Masyumi tidak ssrta dalam DpRGR. parta ini bonar.

benar diabaikan, malah kemudian ia harus membuktikan bahwa ia

tidak terlibat dalam pemberontakan pRRI-permesta. Dan rpabila

Masyumi gagrr daram membuktikan karau ia tidrk terlibat
pemberontakan , maka Masyumi tidak mempunyai hrk hidup lagi

sebagai sebuah partai poritik dimata soekarno. D an mematrg

akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1960 masyumi diperintahkan

untuk bubar oleh presiden Soekartro. 33 Maka pada tanggal l3

e lbid, hat. 196
-BDtliar Noer, Partai Islam di pentas Ndsional. (Jakarta ; Grafitti pers, cet.I, 1987), Hal 367
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september 1960, pimpinan pusat Masyumi menyatekan partainya

bubar

ulang tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia prda tahun

1960 dapat dikatakan sebagai tonggak dalam perkembangan

D emokrasi Terpimpin. Dalam pidato kenegaraan presiden soekarno

m engemukakan perlunya dibentuk D ewan pertimbangan Agung,

Badan Perancang Nasional, Badan pengawas penertiban Aparatur

Negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Front Nasionar. Dari

lem,baga-lombaga yang dibentuk itu hanya Dewan perwakilan

Rakyat (DPR) dan Majeris permusyawaretan Rakyat (MpR) rah yang

bersifat konstitusionar, karena terdapat daram uuD l 94i. semua

ketimpangan itu mungkin terjadi sebab pada periode D,onokrasi

Terpinrpin ini sernua hal tergantu,g kepada keinginan presiden.[]
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BAB IV
PERCATIIRAN PA.RTAI POLITIK ISLAM

DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN

A. Perrepsi Um at Islam Tcrhadap Dcm okreri Terpimpin

Sebelum penulis menganalisa lebih jauh perbedaan persepsi

umat Islam terhadap ide tlan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin,

lebih dahulu perlu menengok apa hakekat dan karakteristik

demokrasi yang dikatakan sesuai dengan kepribadian bangsa

Indonesia itu. Dengan mengetahui flpa Demokrasi Terpimpin itu

serta bagaimana pelaksenannya, kita akan dapat menyimpulkan

bahwa sistem ini bukanlah demokrasi sebagaimana yang diminta

oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang berdasarkan

prinsip kedaulatan rakyat.

Sejak terlaksananya D ekrit Presiden Soekarno tertanggal 5

Juli 1959, berarti Indonesia sudah tidak lagi menganut D emokrasi

Liberal, tetapi berganti dengan Demokrasi Terpimpin. Dengan

demokrasi ini, menurut Soekarno masyarakat Indonesia akan aman

dan tenteram karena sudah sesuai dengan kepribadian dan jiwa

revolusi Indonesia. Namun ironinya, setelah dekrit itu tindakan-
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revolusi Indonesia. Namun ironinya, setelah dekrit itu tindakan-

tindakan Presiden soekarno semakin banyak yang m0tryimpang dari

uuD I 94 5.

Di dalam mengahadapi Demokrasi Terpimpin, partai-partai

politik Islam terdapat perbedaan visi dan persepsi antar satu sama

lainnya. Tetapi pada garis besarnya ada dua kelompok partai Islam

pada masa itu. Kelompok Pertama, Masyumi memandang bahwa ikut

serta dalam suatu sistem politik otoriter sebagai penyimpangan dari

ajaran Islam. sedangkan bagi kelompok Kedua, Liga Muslim yang

terdiri dari NU, PSII dan Perti turut ssrta dalam sistim Demokrasi

Terpimpin adalah sikap realistik dan ptagmatik. K.E. syaifuddin

Zuhri (NU) misalnya mgmbawakan dalil pesantren sebagai

pembenaran mengapa NU turut dalam sistem y&trg diciptakan

soekarno itu : Maalaa yudrahu huttuhu laa yudraku ba'dhu.hr.,,, apa

yeng tidak dapaf diraih 100 o/o, sebagian yang dapat diraih janganlah

dilepaskan. I

Berpegang pada prinsip yang diajarkan di pesantren ini, maka

NU memutuskan untuk masuk dalam sistem Demokrasi rerpimpin,

I Syafi'i Ma'arif,.ls lam dan potitik di Indonesra ,(yogyakarta
Kalijaga Pre*s, 1988), Hal, jT

IAIN Sunan
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betapflpun kecil keuntungan yang mungkin diraih. Masyumi

sebaliknya, berpendirian bahwa masalahnya bukan terletak pada

mrsalah untung 100 o/o atau kurang dari itu. Di mata Masyumi sistem

Deurokrasi Terpirnpin akarr rnerlrbawa bencana bagi bangsa dan

negara. Oleh sebab itu, rnove Soekarno harus dilawan, apapun

a ki batny a.

Masyumi sobagai cagar domokrasi tampaknya tidak punya

pilihan lain kecuali menghadapi Soekarno dan sistemnya, sekalipun

dongan kekuatan yang tidak seimbang. sementara itu PKI yang angat

lihai dalam memanipulasi politik pada waktu itu berpihak

sepenuhnya kepada sistem Soekarno. D an semua oratrg pun tahu

bahwa salah satu tujuan dari taktik PKI ini adalah untuk

menghancurkan lawan-lawan politiknya dan lawan politiknya yang

terbesar adalah Masyumi.

Sementara PSII sebagai partai tertua dan paling

berpengalaman tidak pernah diperhitungkan lagi secar& serius oleh

lawan-lawannya. Karena PsII banyak mengrlrmi trauma politik,

disemping partai ini telah menjadi kecil, pada mrse D emokrasi

Terpimpin ini grya politiknya hanyalah menyesuaikan diri dengan
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gaya politiknya NU .'Dan apalagi diharapkan pendapat lain dari
pihak Perti, itu tidak mungkin.

Prda bab II sudah penuris singgung tentang pembubaran

majlis konstituante pada 5 Juri 1g59. setelah demokrasi Terpimpin

berjalan sekitar sembiran bulan, sukarno membubarkan parlemen

hasil pemilihan umum r95i itu pada 20 maret 1960. Kemudian ia

membentuk DpRGR ( Dewan perwakiran Rakyat Gotong Royong ),
di mana Masyumi dan psI tidak diikut sertakan. sebagai partai yang

dikategorikan sebagai pengetahuan harang revorusi, M asyumi

memang tidak sesuai dimasukkan daram DpRGR, Apalagi Masyumi

dituduh sebagai partai yang turut mendarangi pemberontakan pRRI-

permesta, sekalipun secara hukum tuduhan ini tidak beralasan.

A dapun persepsi N ahdratur ,ulama, tentang penerimaan

eksistensi DpRGR, adarah daram rangka menegakkan prinsip amar

ma'ruf nahi mungkar (memerintahkan yang ma,ruf mencegah yang

mungkar). Dalam arti praktis yang dituju N u adarah bertrmbahnya
jumlah wakir umat Isram daram DpRGR. Ironisnya bira orang

meneliti dengan cermat komposisi DpRGR, maka wakir gotongan

islam bukanya bertambah seperti diketakan N u, tetapi berkuran g 4E

3 Syafi'i Ma'arif,l9gg, Hal. jg-j9
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kursi bila dibandingkan dengan kekuatan mereka dalam DpR pilihan

rakyat sebanyak I15. D alam D pRGR kursi mereka hanyalah 6l ,

N asi onalis seku ler g4 kursi.K omunis El kursi. D an kursi _kursi yeng

tersisa adalah untuk mewakiri golongan kepentingan dan Iain-lain.3

NU memang dengan antusias memasuki DPRGR. sebagaimana

dikutip oleh syaf i Ma'arif dalam surat kabar Duta Masyarakat

melukiskan bahwa betapa seronoknya sidang Dewan partai untuk

menerima kehadiran DpRGR. Duta Masyarakat menulis: *wajah-

wajah baik pimpinan partai maupun para anggota D ewan partai

j ernih-jernih semuanya,.a

Sidang Dewan partai Nahdlatul ,ulama' yang berlangsung mulai

tanggal 24 - 27 April 1960. pada tanggal 27 April Duta Masyarakat

menurunkan tajuknya dengan judul ..Kepribadian partai,,. Dalam tajuk ini
digambarkan bahwa posisi poritik Nahdratul 'ulama, penting sekari.

Berikut isi tajuk itu :

Pada saat inilah yang sejitu-jitunya partai NU, dimana DewanPartai sedang bersidang di Jakarta, untuk Iembari kepadakepribadiannya 
.yang. asli, pribrdi yang rrtutu menempatkan

kesemua persoalan di atas satu perti*u"rogrn yarg senantiasa
menghitung untung-rugi, manfa'at dan tidik manfr,at...

I Syafi'i Ma'arif, l9g8 Hal. 62
' tbid, Hal, 62.
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NU sedang bermain sobagai sebagai pelaku utema,
sebagaimana banyak kalengan yang merindukan untuk tampil
menjadi pelaku utama pula. Proses mencari kekuatan I

Kewajiban warga NU adalah menjaga kekuatan yang ada ini,
itu saja.5

"Kembali kepada pribadi yang asli" tli mata NU ialah berupa

pertimbangan untung rugi, manfaat dan tidak manfaat dalam

menghadapi fluktuasi politik. Tegasnya mendukung Demokrasi

Terpimpin dengan DPRGRnya dipandang menguntungkan dan

memberi manfaat kepada NU. Dan NU pada mase permulaan periode

clernolrrasi terpimpirr rnsrasa sudah tampil sebagai spelaku utama

dalam menentukan jalannya negara, sebagaimana ponjelasan Duta

Masyarakat tersebut. Akan tetapi Syafi'i M a'arif berpendapat bahwa

pemain utama selam& era demokrasi terpimpin adalah Sukarno,

Angkatan Bersenj ata, dan PKI, bukan golongan Islam. Golongan

Islam hanyalah m$ramaikan jargon NA sAKoM (Nasional, Agama,

dan Komunis), suatu bentuk kerj& sama s0mu dan dipaksakan.6

N amun demikian sekalipun jumlah Nu menempati posisi

paling besar, partai NU masih berada dalam posisi defensif, NU

5 Syafi'i Ma'arif,1988, Hal.63
o lbrd, Hal 64,
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6l
tetap tidak mempunyai keberanian untuk merahirkan pendiriannya

karena takut oleh Bung Karno dan dibubarkan.

Akan tetapi Iama-kelamaatr arah Revolusi Indonesia semakin

condong ke RRT Departemen Agama RI dan negara-negara sosialis

atau komunis lainnya, dan sejak saat itu gagasan Bung Karno mulai

tampak berbau komunis.T Garis-garis poritik Indonesia ditarik
dengan garis RRT. Dan sebagai puncak dari pararerisasi Iuar negeri

Indonesia dengan ruar negeri RRT ini adarah diciptakatrnye poros

Jakarta, Peking, phnompen sebagai poros anti Imperialisme dan

kemudian penarikan keanggotaan Indonesia dari pBB. sedrngkan

politik dalam negeri Bung Karno memusatkan seluruh jaringan

kekuasaan dalam genggaman tangannya, dengan terrebih dahulu

mengeluarkan doktrin *REsopIM,. peluang-peluang politik banyak

diberikan pada pKI sehingga pKI semakin berani dan kurang ajar, ia
mengadakan demonstrasi liar, dengan msmpertajam

Indonesia dengan Barat, kemudian aksi-aksi sepihak

agraria dilakukan penyerobotan tanah dan pembabatan hutan-hutan

hubungan

di bidang

? charid Mawardi, practica poritica Nahdtatut turama,jilid I, Jakarta,Ya;rasan Pendidikan, tt., Hal,3?,
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sBcara liar. dan kalau ada yang menentang aksi-aksi pKI akan dicap

sebagai komuniste phobi dan kontra revolusi.s

Tindakan selanjutnya agar pKI segera dapat mewujudkan cita-

citanya, maka dibentuktah angkatan bersenjata baru yang terdiri dari

buruh tani ( BT ) agar jaringan politiknya bertambah kuat dari pada

lainnya. Namutr usaha ini mendapat tantangan dari pihak Angkatan

Darat dan sebagai usaha untuk mengimbangi rencana pombentukan

angkatan kelima itu termasuk M enteri Koordinator pertahrnan

Keamanan (Menko Hankam) segera membentuk pertahanan sipil
(Hansip) dan Resimen-resimen Mahasiswa.

setelah eksistensi Nahdlatul ,ulama dan beberapa bulan

sebelum itu terjadi pemusatan politik ..poros Jakarta-peking- yang

menyebabkan arah politik condong ke kiri, maka segera NU

mergadakan konsolidasi organisasi, NU sudah melihat tindakan-

tindakan politik semakin bsrani dan keras, se hingga perru dihadang

di segala bidang. seperti yang dikemukakan oleh K.H. saifudin

Zuhri :

e A.z. Abidin Baharuddin Lopa, Bahaya Komunisme, Jakarta, Buran Bintang,cet, III, 1982, Hal, ZZ4.
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'Perlawatran NU trhedap PKI dilakukan di semua medan

juang. PKI menggerakkan massanya, NU mengorganisir

pemuda Asor menjadi Banser yang lebih militan. PKI

menggerakkan Lekranya, NU mengaktifkan Lesbuminya, PKI

msnyanyikan lagu Genjer-genjer yang penuh hasutan dan

sindiran, NU mengobarkan bacran sholawat Badar.......NU

mengobarkan somangat perlawenan terhadap PKI sebagai

kelanjutan peristiwa aksi PKI di Madiun pada tahun l94E'.e

Perlawanan NU terhadap PKI dilakukan di soluruh modan

juang itu tidak hanya pada forum musyawarah tetapi lebih dari itu

perlawanan dilakukan secara fisik, agar konsentrasi PKI menjadi

terganggu, dan tindakan NU dilaporkan pada Presiden sehingga NU

mendapat peringatan keras karena NU sudah berani melawan aksi

revolusi oner.

Perlawanan ini terlihat jelas dengan menandinginya dalam

semua aspek kehidupan. Dalam bidang kepemudaan, PKI

menggalang Gerakan Offensif Pemuda, sedangkan NU membentuk

ee 
h a iru I Anam, Pe rtumbuhan dan Pe rk e mbangan Nahdtatut'Lt Ia ma, ( S o I o

Jatayr-r, 1985), Hal, 222,
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Bauser Ansor. Dalam bidang perburuhan, pKI membentuk soBSI,
sedangkan NU menandinginya dengan sarbumusi ( sarikat Buruh

Muslim Indonesia ). Daram bidang pertanian, pKI menggarang para

petani dalar{r BTI ( Barisan Tani Indonesia ), Nu membendungnya

dengan membentuk pertanu ( persatuan Tani NU ) Dalam bidang

kebudayaan, p'Kl membentuk Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat),

NU membentuk Lesbumi (Lembaga seni Budaya Muslim). serain

organisasi di atas, NU juga membentuk organisasi underbouw untuk

menggalang massa, seperti IPPNU (Ikatan pelajar-pelajar Nahdlatul

'ulama ), Musrimat Nahdratul ,ulama, pergun (persatuan Guru

Nahdlatul 'ulama), HpMI (Himpunan pengusaha Muslim Indonesia),

Haiah Ta' rnir ar-Masaajid (perkumpulan para pengerola Masjid),

PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang memisahkan

dari Nahdlatul 'urama tahun rgTz) ISHARI (Ikatan seni Eadrah

Republik Indonesia), Jarn 'iyat ar-earro , u, a at-H uffadfz (wadah

Ahli Membaca dan penghafar ar-eur,an), Lembaga Misi Islam dan

Lembaga M a'arif.
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B. Par.tal-Partai pollilk Islam dalam Dcm okresl Terplmptn

l. M esyumi

a. Sejarah Berdirinya

Bila selama ini kesatuan gerak politik di kalangan orgatrisasi

dan partai-partai poritik Isram dirasakan tidak memadai sebagai

wahana perjuangan, maka dipandang sudah

umat Islam merapatkan barisan dalam satu

amat mendesak agar

partai politik. partai

politik itu adalah Masyumi, tetapi bukan Masyu mi ,,Made in Japen,,,

seperti yang dibentuk pada tahun 1943 atas ..kebaikan, penguasa

Jepang di Indonesia- Masyumi yang berdiri pada tanggar r -E

Nopember tahun l94i adarah sepenuhnya hasir karya pemimpin-

pemimpin umat Islam dalam sebuah konggres yang bertempat di

Gedung Madrasah Muailimin Muhammadiyah, yogyakarta.

Di lihat dari data sosiologis umrt, pendukung utamn partai

baru ini adalah Muhamm&diyah dan Nahdratur ,urama, Jadi jeras

sBcara ideologis, Masyumi adalah kelanjutan dari MIAI, tetapi kali
ini mengkhususkan perjuangatrnya pada bidang poritik, daram rangka

menogakkan ajaran Isram daram wadah Indonesia merdeka. seraiu

Muhammadiyah dan Nahdlatul ,ulama, hampir dari semua organisasi
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Islam, baik lokar maupun nasionar, kecuari perti, mendukung

kehadiran Masyumi ini sebagai satu-satunya partai politik Islam di

Indonesir. suatu partai politik Islam yatrg kemudian tampil sebagai

pembela demokrasi yang tangguh daram perubrhan Repubrik

Indonesia.

D alam konggres yang diadakan pada bulan Nopember itu,
tercatat sebagai ketua Masyumi adalah M ohammad natsir dengan

angota'anggotanya seperti: soekiman wirjosendjojo, Abikusno

Tjokrosujoso, A. wahid hasyim, wali al-Fattah, sri sultan Hameugku

Buwono IX, sri paku Aram VIII dan A. Gaffar Ismair. Dan dalam

Konggres ini dipituskan :

I . M asyumi adar ah satu -satunya partai poritik Islam di

Indonesia

2' Masyumi-lah yang memperjuangkan nasib (poritik) umat

Isl am Indonesia .

Dengan ini berarti pura bahwa eksistensi partai Isram yang

lain tidak diakui lagi.

Pengurus Masyumi pada periode awar itu terdiri dari Majelis

syuro yeng diketuai oreh KH. hasyim .Asy,ari dan pengurus badan
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besar (Badan Eksekutif) yang diketuri oleh Soekiman wirjosendjojo.

sedangkan M ohammad Roem sendiri pada periode awal ini adalah

sebagai anggota pengurus besar.r0

Masyumi telah merumuskan tujuan jangka panjang yang

hendak diraihnya dalam perjuangan polotiknya. Dalam Anggaran

Dasarnya (AD) oraganisasi tujuan itu dirumuskan secara gamblang

sebagai berikut:

"Tujuan partai adalah terlaksananya ajaran dan hukum Islam

di dalam kehidupan orang seorang, masyarakat dan negara Republik

Indonesia menuju keridloaan Illahi"

Dengan rumusan tujuan ini, Masyumi melalui cara-carE dan

saluran-saluran demokratis berkeiilginan rrlenciptakan suatu

Itrlorresia yang trercorak Islam (Islami), tapi dengan memberikan

kebebasan penuh kepada golongan-golongan lain untuk berbuat dan

memperjuangkan aspirasi politik sesuai dengan agama dan

ideologinya masing-masing. Hak bebas bagi golongan-golongan lrin

ini ditegaskan dalam tafsiran anggaran D asar (AD ) partai. Dalam

perjalanan sejarahnya, oreng memeng tidak meragukan Masyumi

to Syafii Ma'arif, 1988, Hal. 3l
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dalam membera dan mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi

dalam suatu prurarisme sosiar-budaya, sekaripun umat Isram secara

kuantitatif merupakan mayoritas mutlak dari penduduk Indonesie.

Menurut A.R. Baswedan (1g09-19E6). sarah seorang

pemimpin Masyumi yang penting dari bekas ketua dan pendiri pAI

(Partai Arab Indonesia, berdiri pada tahun rg34), dengan bentuk

fedsratif, Masyumi terah berhasir menarik hampir semua organisasi

Islam Indonesia, sedangkan mereka tetap mempunyai otonomi dalam

kegiatan sosio-keagrmaan mereka. Tetapi menurut tokoh ini,
kelemahan Masyumi juga terretak di sini, karena semangat golongan

seringkali lebih dominan dalam partai ketimbang semangat

persatuan. Kenyataan inirah yang seringkali menempatkan Mesyumi

dalam posisi yang sulit dalam menyususn suatu badan eksekutif yang

kuat dan handal, kegagaran daram mengarahkan dan menyarurkan

semangat golongan yang heterogen itu kemudian telah membawa

partai ini berhadapan dengan maslah_masalah interen yang seilus
dalam tubuhnya
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b.Kiprah Masyumi dalam Demokrasi Terpimpin

untuk menjeraskan kiprah Masyumi drram Demokrasi

Terpimpin' dapat diterusuri dari ratar berakang sejarah timburnya

Dekrit Pers 5 Juli r959. Di mana sikap Masyumi yang menentang ide

Demokrasi Terpimpin tersebut, sementara partai Islam lainnya yakni

N U, PSII dan perti turut serta

membuat / menempatkan partai

di dalamnya, yarg mara semakin

kaum m o dernis itu pada p osisi

politik yang terpencil, khususnya pada era sesudah jatuhnya kabinet

Ali-Roem-Idham pada buran Maret 195?. Masyumi yang berariansi

dengan partai'partai kecil, seperti PSI dan partai Katholik jelas tidak

bisa menolong posisi politiknya dalam DpR yang semakin meremah.

Memang bisa dilihat dari cita-cita demokrasi, pilihan mereka adalah

pilihan yang tepat, tapi budaya politik Indonesia yang Iagi

dikembangkan waktu itu adalah budaya poritik yang otoriter dengan

soekarno dan pimpina* tertinggi A ngkatan darat sebagai pamain_

pemain utamanya. Daram situasi seperti itu cita-cita demokrasi yang

hanya didukung oleh suara minoritas daram parremen adarah seperti

orang yang berteriak di tengah padang pasir. Tidak adr teringr yang

memperdulikannya. Situasi

setelah akhir tahun lgST,

bagi M asyumi s emakin m em buruk

yaitu turut sertanya beberapa tokoh
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M asyumi dalam pergolakan daerah di sum atera tengah, sekalipun

barangkali dalam tujuan ingin menyelamatkan negara kesatuan

Republik Indonesia yang sedang di.uji-coba,, oleh sementara

Panglima daerah Angkatan Darat daram usaha menentang pomerintah

pusat di bawah pimpinan soekarno dengan dukungan A.H. Nasution.

Tahun rgsg dan 1960 merupakan tahun yang metregangkan

bagi masyumi. untuk menyelamatken anggota-anggota istimerva,

partai ini memutuskan untuk merepaskan mereka dari ikatan partai.

Ini disetujui bersama antara pimpinan partai dan pimpinan anggota-

flnggota istimsrfa itu daram suatu rapat tanggar s Desember lgSg di

Jakarta.keputusan ini morupakan

kemungkinan yang bisa terj adi

kernungkinan M asyumi dibubarkan

suatu cara untuk m engha dapi

terhadap Masyumi; suara-suara

memang sudah kedengaran. rr

Diantara anggota-anggota istimewa Masyumi antara rain

Muhammadiyah dan Gasbindo. Gasbindo (Gabungan sarikat Buruh

Islam Indonesia ) pada tahun 1960 dengan ketua yusuf wibisono

melepaskan diri dari Masyumi. karena secara berangsur disadari

bahwa bila ia terikat dengan M asyumi, kepentingan anggotanya juga

rr Deriar Noer, partat potitik Islam di pentas Nasionar,(JakartaPers, 1987), Hal, 3?3-3?4, Grafiti
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akan turut terombang ambing dengan kedudukan partai poritik

itu. Yususf \ryibisono merasfl bahwa kepentingan buruh berbeda

dengan kepentingan politik. oleh sebab itu, ia merflsfl lebih tepat

bagi Gasbindo untuk berdiri sendiri. Apalagi ia sendiri tidak setuju

dengan kebijaksanaan Masyumi menghadapi sukarno dan pRRL

M asyumi setuju dengan lepasnya ikatan dengan serikat buruh ini.
Dan Yusuf wibisono dapat duduk daram DpRGR sebagai wakir dari

Gasbindo.

sementara itu soekimen menorak pengangkatan dirinya

sebagai anggota DpRGR dengan arsan yang terrihat dari penjerasan

yang diberikannya yaitu untuk mepertahankan integritas pribadinya

sebagai pemimpin ummat. Ungkapan Soekiman tentang *ketidah

keperwiraan dan kerendahan budi,, yang bakal melekat pada dirinya

sekiranya pengangkatan itu diterimanya, sementara partainya

Masyumi dikucilkan, adalah refleksi dari pribadi soekiman yang

punya integritas tinggi dan tahan banting.

D engan dikeruarkannya keputusrn presiden no. 200 t r960

yang di umumkan pada tanggar 17 Agustus 1960, pimpinan prrtai
Masyumi meryatakan partainya bubar untuk memenuhi keputusan
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presiden itu. Hilangnya Masyumi dari pelataran sejarah modern

Indonesia dapat diaertikan robohnya pilar-pilar demokrasi dan

rapuhnya Indonesia sebagai negara hukum yarrg dengan gigih

diperjuangk an oleh M asyumi.

2. Perratuan Tarbiyah Islamiyah (Pcrti)

a. Sejarah berdirinya

Partai politik Perti berasal dari organisasi tradisional Islam.

Persatuan Tarbiyah Islamiyah, yang berpusat di Bukit Tinggi,

Sumatera Tengah. organisasi ini didirikan di suatu pesantron

terkenal di candung dekat Bukit Tinggi, pada tanggal 20 Mei 1930.12

Ia merupakan benteng pertahanan golongan tradisional Islam

terhadap penyebaran paham dan gerakan modern. organisasi ini

didirikan oleh syeh Abbas dari Prdang Lawas, Bukit Tinggi ; syeh

sulaiman al Rasuli dari candung dan syeh Muhammad Djamil Djaho

'2 Deli"r Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, (Jakarta
L.P3ES, 1990),
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dari Padang Panjang, Payakumbuh .13 semuarya ini adalah ulama,

terkenal di M inangkabau yang mempunyai surau-surau besar.

organisasi perti berhasir menyebarkan sayapnya ke pusat-

pusat pendidikan tradisionar di Jambi, Tapanuri, Bengkuru,

Kalimantan Barat dan sulawesi selatan, tetapi sebelum terjadi

perang' cabang-catrangnya hanya terdapat di sumatera.

Pada masa pendudukan repang, perti meranjutkan kegiatan-

kegiatan pendidikan dan sosialnya, tetapi mudah dipahami bahwa

jumlah anggota dan muridnya berkurang. Banyak muridnya yeng

pulang ke tanah kampung asalnya. Kesulitan komunikasi dan

transportasi m enambah semakin berkurangnya hubungan antara pusat

pendi dikan satu dengan yang lainnya. pada tahun r 9 r 4 para

pemimpin perri bergabung dengan Majelis Isram Tinggi (Mrr) di

Bukit Tinggi, yaitu bergabung dengan suatu orgrnisasi Islam untuk

seluruh'sumatera yang diketuai oreh syeh Muhammad Djamil

Djambek, seorang 'ulama' modernis terkenal. Majelis Islam Tinggi
(M IT) meruprkan tempet m erujuk persoalan-persoaran agam a, tetapi

selama p0rang pasifik ia kurang berfungsi dengan baik. pada bulan

1 990),

13 Ensiklopedi Nasional Indonesia X, (Jakarta : pARTAI. cipta Adi pustaka,
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D esember 1945 M IT berubah bentuk menj adi partri poritik
sehubungan dengan pengumuman pemerintah Republik Indonesia di

Jakarta sebelumnya rgar rakyat mendirikan partai poritik sebagai

cermin pelaksanran demokrasi.

Pada masa ini pura, pimpinan perti memutuskan untuk

menjadikan organisasi mereka menjadi suatu partai politik
torsendiri. Keputusan ini diambil pada tanggal zz Nopember r945,

dan diperkuat oleh konggres di Bukittinggi tanggar zz-?.l Desember

I 94 -5. 
i4

Ambisi beberapa orang pemimpin partai in ini pada tahun

l9-{0'an berkembang menjadi ambisi pada tingkat nasionar. Maka

berbedr dengan kaum tradisionaris di Jawa yang pada unumnya

teguh dalam berhadapan dengan pihak kiri, terutama komunis, perti,

terutama dalam masa D emokrasi Terpimpin, seakan sangat bersedia

bekeria sama dalam kegiatan-kegiatan yang diprakarsai oleh pKI.

Mengenai keanggotaan, perti menerima mereka yang sudah

berumur li tahun. Ini berbede dengan umur anggota partai-partri

Islam yang lain yang memberi batasan minimum lg tahun sejaran

i{ Delia, Noer, 1gg7, Hal. ?3,
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dengan arggapan kedewasaan sEseorang di Indonesia menurut

peraturan. umur yang muda ini agaknya bagi partai dihubungkan

dengan banyaknya orang y0ng kawin mudah di kampung-kampung.

sebab yarg Iain adarah pandanga yang ambiveren dari para

pemimpin partai terhadap organisasi mereka, yaitu sebagai

organisasi agama dan organisasi politik. D ari sudut agam a,

seseorang memang dianggap akil baligh bila berumr l5 tahun. Dan

ini berlaku baik bagi mereka yang tradisional maupuo yang

medernis. perbedaan antara organisasi agema dan politik dalam

lingkungan Islam memang sering tidak dicernakan.15

D alam perkembangannya perti

dalam hubungan dengan Madhab Syafi,i.

msmperlihatkan kegiatan

Anggarag dasar partai pada

tahun 1950 masih memungkunkan partai untuk bubar. Anggaran

dasarnya tahun 1gi 3 menekankan kelanjutan hidup partai. partai

"tidak boleh dibubarkau", partai "harus hidup dari abad ke abad,,

sebagai benteng pertahanan kaum Ahlus sunnah wal Iama,ah yang

bormadhab Syafi'i.

untuk keperluan kaderisasi maupun untuk menghimpun

pengikut sebanyak-banyaknya, perti menggalang para pemuda Islam

t' D"liar Noer,l98T, Hal. 7j
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Indonesia, persatuan Murid-Murid Tarbiyah Isramiyah, dan

k epanduan A ntara lain-A nsor.

b. Kiprah Perti dalam Demikrasi Torpimpin

Diantara partai-partai Islam di Indonesia yang daprt bertahan,

dalam Demokrasi Terpimpin salah satunya edalah perti. perti dapat

bortahan karena sikapa akomodatif terhadap presiden sukarno.

setelah Perti diam boberapa lama, mungkin karena banyak

pemimpin daerahnya terlibat dalam pembarontakan pRRI tahun

1958, akhirnya perti berhasil muncul ke permkaau kancah politik

dengan menyesuaikan diri dengan perkembangan Demokrasi

Terpimpin. D engan penyesuaian tersebut partri ini turut tunduk

dalam parlemen dan front Nasional.

untuk diakui sebagai partai sesuai dengan penpres 7 figsg,

Perti menyesuaikan anggaran dasarnya dengan persyaratan penpres

tsrsebut. kemudian mulai mengadakan konferensi-konferonsi wilayah

berturut-turut dalam beberapa propinsi. D alam konferensi ini ketua

umum Perti mengatakan bahwa organisasinya telah aktif dalam
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politik sejak ia berdiri tahun rgzl menurut caranya sendiri. Ia
msngemukakan bahwa Perti tidak pernah terlibat dalam

pemberontakan terhadap pemerintah dan sebariknya perti terah

membnatu aparat pemerintahan menertibkan keamatrrn. M engenai

hutrungan luar negeri perti bukan tidak setuju dengan akibat

mengganyang Malaysia' Ia malah menolak undangan Tengku Abdul

Rahman, perdana menteri Maraysia, untuk menghadiri komferensi

lslam Asia Tenggara dan Timur rauh yang disokong oleh Muktamar

Alam Islam dari pakistan. sirojudi Abbas ketua perti juga sering

mengadiri konggres di Iuar negeri yang diseronggarakan oleh

or,ganisasi atau negeri komunis. perti juga mendesak rakyat aget

setia kepada presiden Soekarno.

3, Partai Syarikat Islam Indonesla.

Sejarah Berdirinyaa

Partai syarikat Islam adalah merupakan partai tertua di

Indonesia karena partai tersebut berasrl dari sDI (l9lr) dan sI
(1912). Pada muranya partai tersebut adarah satu-satunya partai

Islam di Indonesia. sebab partai-partai tersebut didirikan kembali
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adalah karena usaha formatif Amir syarifuddin membentuk kabinet

pada tahun lgl 4 yang ingin mengikut sertakan kalangan Islam tapi

ditolak oleh M asyumi. Kalangan pSII terpancing dengan ajakan

tersebut dan mereka bersedia duduk

A mir Syarifuddin.

dalam kabinet yang dibentuk

Pengunduran diri pemimpin-pemimpin psII rama dari Masyumi

dan usaha mereka untuk mendirikan kembari psII itu dengan

memberikan dukungan kepada Amir syarifuddin disebabkan oreh

ketidak puasan mereka dengan Masyumi. Terutama wondoamiseno

dan Arudji Kartaminata, keduanya tokoh sebelum perang, menduduki

posisi kurang bsrarti dalam Masyumi. Mereka masuk dalam

pemimpin Hizbuilah dan sabiriilah yang kurang mempunyai

pengaruh dalam pengambilan keputusan politik.

Alasan lain adarah anggapan bahwa pimpinan Masyumi terlaru

lunak dalam menghadapi revolusi, dan oleh sebab itu dikatakan

bersedia kompromi dengan pihak Beranda. Dan Arudji Kartawinata

tsrmasuk golongan yang mengecam sikap lunak ini dan menuntut

supaya memperrihatkan sikap keras terhadap Beranda.
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Di samping itu, beberapa orang lama psII di daerah jrgu
mendesak para pemimpin mereka di pusat untuk mendirikan kembali

partai' Para pemimpin PSII di daerah daerah tersebut tidak melihat

tokoh-tokoh psII mempunyai kedudukan yang penting di Masyumi,

sehingga mereka melihat Masyumi sebagai partai baru yang kurang

mempunyai hubungan dengan

khu susnya PSII.

partai-partai sebelum perang,

Akhirnya dengan beberapa alasan di atas maka psII didirikan

kembali tepat pada tanggar z? Aprir rg47 dan pimpinan psII

mengeluarkan pengumuman yang mengatakan bahwa psII tidak

mompunyai pertikaian dengan Masyumi. Dan psII masuk kabinet

semata-mata karena tanggung jawabnya terhadap negara yang sedang

menghadapi ketegangan yang sangat serta

sehingga partai perlu menanggulanginya.

Anggaran dasar pSII sesudah perang

dasarnya sebelum perang, bahkan cita-cita

kesulitan yang besar

melanjutkan pemikiran yarg terangkum dalam azas partri tahun

1933- D an mungkin karena keterikatan ini yarg membuat partai

tersebut tidak dapat berkembang pada zaman merdeka.

sama dengan anggaran

dan pemikiran, pSII
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b. Kiprah pSII dan Demokrasi Terpimpin

Patai syarikat Isram Indonesiaadalah merupakan salah satu

partai politik Islam yang bertahan hidup dalam D emokrasi

Terpimpin dan ikut berpatisipasi dalam kabinet dan parlemen.

Partisipasi psII daram kabinet dari tahun rgs? sampai r965 tidak
memberi warna khas daram kabinet tidak, karena iturah kedudukan

politik um at Islam kurang berarti. D alam ka binet Juanda (lg s7 -

1959 ) PsII memperoleh satu kursi yaitu sebagai Menteri penerangan

(sudibyo)- Kabinet tahun r9i9 psII tidak mendapatkan / mem egang

kursi inti dalam pemerintahan demikian juga dengan partai-partai

Islarn lain.

Pada tahun rg60 pemerintah mengerarkan undang-undang

tentang penetapan Iuas tanah pertanian (landreform; undang-undang

no. 5611960) yang bermaksud untuk mengurangi penderitaan orang-

orang miskin di desa. Namun dalam pelaksanaanya tidak sesuai

dengan peraturan menenggapi randreform ini psII berpendapat

positif. d kongresnya di Bandung tanggal z0 -zE M ei rg62 partai ini

sepenuhnya setuju dengan undang-undang Agragria menentukan
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landreform itu. Kongres mengatakan bahwe landreform bukan saj a

"tidak bertentangan dalam hukum Islam. tetapi sesuai dengan

maksud dan tujuan agama Islam.

Kabinet soekarno sering terjadi perubahan yaitu tahun 1960,

1962. 1963. 1964. Dan pada tahun l96i terjadi lagi reshuffle kecil.

Kabinet 1060 psil memperoleh satu kursi. suditryo setragai

pengerahan tenaga massa dan ksmonterian ini berubah trama pada

tanggal 2E M aret l96l menjadi kementerian penghubung dengan

organisasi-organisasi rakyat setelah Front Nasional terbentuk. 16

Tahun l962 terjadi lagi reshuffle namun sudibyo tetap dalam

posisi semula. Kabinet rg6? ketua dan wakil parlemen dan MpR (s)

diikutsertakan sebagai menteri dan Arudji Kartawinata masuk dalam

kalrinet terselrut karena ex-officio.

Kabinet tahun 1963 tercatat Sudibyo se bagai menteri/sekretaris

jenderal Front Nasional jugr Arudji Kartawinata duduk sebagai

menteri ex officio seperti tahun lgiz. Kabinet terakhir dari

D emokrasi Terpimpin juga mencatat sudibyo duduk dalam kursi

yang sema demikian juga Arudji Kartawinata. pada bulan Mei dan

16 Deliur Noer, I98?, Hal. 398-399
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Juni 1965 terjadi lagi kecil dalam kabinet dengan tanpa mengubah

kedudukan wakil partai-partai Islam.

{. Nah dlatul 'U lam a

a. Sejarah berdirinya

sejarah kelahiran Nahdlatul'ulama, kecuali didorong oleh

para 'ulama' untuk menjawab tantangan yang dihadapi dan

merupakan tuntutan umat Islam yang muncul pada saat dekade

ketida abad ke-20an, juga didorong oreh maksud untuk membendung

arus kegiatan golongan modernis yang dinilai menodai ajaran Islam,

karena meninggalkan pendapat 'ulama' yang merupakan salah satu

sumber hukum Islam. Golongan "modernis' adalah golongan stempel

untuk menyebut eksponen Muhammadiyah yang telah lahir l5 tahun

lebih awal dari orgnnisasi Nahdlatul 'Ulama. ''

Organisasi Nahdlatul'Ulama didirikan di kota Surabaya

tanggal I lanuari 1926 oleh sekelompok'ulama'dan kiai yang lebih

ortodoks terutama yang berasal dari posantron Jawa Timur drn Iawa

Hal.83
rTRusli Karim, Dinamika klam di Indonesia, (Yogyakarta:Hanindita, 1989)
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N ahdl atul 'Ulam a

keagamaan, yang

dalam anggaran

83

Tengah, bertekad untuk memeprtahankan bentuk-bentuk

keagamaan tradisional. r8 Sekalipun

mulanya m erupakan organisasi sosi al

kepercayaan dan praktek

mana tujuan pertamflnya sebagaimana terdapat

dasarnya, yaitu ingin msmpertahankan dan

mengembangkan Islam ecara murni dan konsekuen dengan

berpegang pada sarah satu dari madzhab empat imam besar.

D engan demikian, jeras kiranya bahwa Nahdratur ,urama

sejak semula bukan merupakan organisasi politik, di mana semua

aspirasi politik pera anggotanya dapat disarurkan ke mena saj a,

tergantung dengan koinginan dan kecoookan masing-masing anggota

dalam menentukan pilihannya. N amun sebagai organisasi yang

berdasarkan Islam, maka dalam sejarah independen nya terlihat

bahwa warga Nahdlatul'ulama melibatkan dirinya dalam partai-

partai politik Islam. Ie Perkembangan Nahdlatul ,ulama yang dimulai

sejak muktamar IX telah melakukan berbagai perubahan yang cukup

berarti, baik untuk kepentingan intern maupun untuk kepentingan

ekstern, terutama dalam pembelaan tanah air.

18 Herbeth Feith, Pemikiran potitik di Indonesia t91s-t965, (Jakarta
1988) Hal, 195

le Rusli Karim, 1989, Hal, g4

pada

LP3ES,
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sebagai organisasi yeng didukung oleh para .urama, yang

mengakar pada masyarakat pedesaan, Nahdlatul'ulama memiliki

sarflna yang ampuh bagi kepentingan kaderisasi dan ikatan

solidaritas umat Islam, yaitu melalui pesantren-pesantern sepanjang

sejarahny a. kecuali beberapa pesantren yang

hubungan dengan Nahdlatul'Ulama. Namun

tidak mempunyai

pada hakekatntva

Nahdlatul'ulame mengklaim pesantren adalah basis massa kekuatan

umum N ahdl atul 'ulama. Har ini dapatrah dimaklumi, m engingat

orientasi pondidikan dan pengajaran di pesantren sejalan dengan

garis keagamaan yang di anut oleh Nahdlatul ,ulama, tanpa

mendapatkan pembaharuan,. Karena itu tidak janggar apabila

organisasi ini disebut "tradisional" sehingga dikatakan pula bahwa

N ahdlatul 'ulama adalah *organisasi tradisional-.

sebelum melebur diri menjadi partai politik, aspirasi politik

Nahdlatul 'ulama disalurkar melalui Masyumi. Konggres Masyumi

tahun l94g di y ogyakarta memberi warna baru bagi poritik, yaitu

msngurangi poranan Majelis syuro, yakni badan legislatif yang

berada di tangan para 'ulema', di samping M ajelis D ewan partai

yang dipegang oleh para politisi. orientasi politik yang berlebihan

dalam M asyumi herarti mengucilkan peranan ulama,. Fatwa.fatwa
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ulama' kurang mendapatkan perhatian. 'o Maka dengan keadaan yang

seperti inilah yang mendorong Nahdlatul'ulama setelah usulnya

ditolak untuk menj adikan M asyumi sebagai ba dan federasi, akhirnya

sesuxi dengan keputusan konggres di palembang pada tahun lgsz

Nahdlatul 'ulama resmi keluar dari Masyumi dan menyatakan diri

sebagai partai politik yatrg berdiri sendiri. Keputusan tersebut

sempat mengejutkan kalangan politik Islam yeng memang sejak

semula banayk yang meragukan kemampuan Nahdlatul ,ulama

sebagai partai politik yang berdiri sendiri, tetapi pada perkembangan

selanjutnya N ahdlatul 'Ulama menunjukkan kemampuannya dalam

berpolitik.

b. Kiprah Nahdlatul 'Ulama dalam Demokrasi Terpimpin

sebagaimana yang telah penulis jelaskan bahwa pada masa

Demokrasi Terpimpin Nahdlatul 'ulama merupakan partai politik

Islam terbesar dan menjadi kiblat bagi partai-partai politik Islam

lainnya, seperti Perti dan PSII. Bahkan Nahdlatul'Ulama telah

muncul sebagai imam perjuangan umat Islam sperti M asyumi.

Sebagai imam, tentu saja partai ini akan senantiasa berdiri paling

depan dalam barisan umat. Ada faktor obyektif, metrurut kalangan

r Rusli Karim, 1993, Hal.l03

 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 



86

Nahdlatul 'ulamE, mergapa partai ini punya ambisi untuk jadi imrm

umat pada masa D emokrasi Terpimpin, pertarna Nahdlatul ,ulama

mempunyai basis massa yarg lebih besar, Kedua, posisi politik

Nahdlatul'ulama yang lebih baik dibandingkan dengan partai-partai

politik Islam lainnya. 2r

Y ang dimaksudkan dengan kekuatan massa umat yatrg

terbesar itu dapat dilihat pada fakta sejarah bahwa nutelah berhasil

muncul sebagai kekuatan politik ketiga dalam pemilihan umum

1955, setelah PNI dan Masyumi, sobagaimana telah kita singgung

sebelumnya. Jadi socara kuantitatif, kokuatan massa Nahdlatul

'ulama lebih unggul dari pKI sobagai kekuatan politik keempat

berdasarkan yaog besar, Nahdlatul'urama merasa telah wajar bila

bertindak sebagai imam politik umat.

Mengenai posisi politik Nahdlatul 'ulama yang lebih baik

dalam konteks NASAKoM memang tidak salah bila dibandingkan

dengan p lsisi politik partai-partai kecil lainnya. Tapi bila kriterium

yang dirlrkai adalah kriterium politik nasional, maka posisi

Nahdlatul 'ulama sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan posisi

politik s oekarno, tentara dan Komunis. Dalam beraliansi dengan

2l Syfi'i Ma,arif, l9gg, Hal.9g
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soekarno, PKI jelas lebig dipercaya ketimbang Nrhdlatul ,ulama

dalam membuat rro ve-move politik, satu-satunya posisi politik yang

agak penting yang dipegang oleh Nahdlatul 'ulama selama periode

D em okrasi Terpimpin dan beberapa tahun setelah itu a dalah

kedudukan sebagai menteri agama. pertama dipegang oreh KH.

wahib wahab, sejak Juli 1959 sampai Februari 1962. Tetapi karena

wahib wahab dituduh telah melanggar peraturan tertentu devisa

negara, ia Ialu diganti oreh teman seperjuangannya, yaitu KH.

syaifuddin Zuhri, yang berada di pos departemen ini sampai r96?.

Akan tetapi pengaruh poritik Nahdratul ,urama hampir tidak

ada pada departomen-departemen yang lain. Daram catatan sejarah

setelah proklanrasi kemerdekaan, pihak Nahdlatur,urama memeng

belum pertrah menduduki perdana menteri, sebagaimana halnya pNI,

Masyumi,PsI dan bahkan pKI. D alam demikian Nahdlatul ,ulama

belum pernah merasakan kedudukan sebagai orang pertama dalam

pemerintahan. Tapi pada lembaga-lembaga legislatif, Zainul Arifin
dari Nahdlatul'ulama telah diangkat menjadi ketua DpRGR, dan

Idham Chalid sebagai wakil MpRS.
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Alat politik yarg lain adalrh Front Nasional, suatu badan

yang bersifat akstra parlementer, yang dibentuk pada tahun 1960.

Dalam badan ini Nahdratul 'urama menduduki sebagai wakir ketua.

Ketuanya adalah soekarno sendiri, dan dengan begitu ia secflra

perlahan dan leluasa ia membukakan pintu bagi pKI, sehingga front

ini telah dikatakan terah dikuasai oleh komunis daram kerangka

N A SA KOJVI . 
J2

salah satu masarah yang menjadi perhatian Nahdratu|urama

tentang Islam iala h soar pendidik an agam a. N ahdl atul ,ur ama

menyambut gembira pemberian mata pelajaran agama di perguruan

tinggi mulai 1960 berdasarkan keputusan MpRS. seberumnya mata

pelajaran aganla diberikan dari tahun pertama sekolah Dasar (sD)
sampai sekorah Menengah Atas (sMA). D an Nahdratur ,urama

memang dapat berbangga karena memang perubahan tersebut

merupakan hasir kerja Nahdratur,ulama dan teman partainya (psI
dan Perti) daram masa D emokrasi Terpimpin.D ibukanya Institut
Agama Islam Negeri di berbagai wirayah Indonesia juga merupakan
hasil kerja Nahdratur'urama. karsna Nahdratur,ulama Iah yan|
menangani pemeliharaar pengembanganny.

z Deli"r Noer, 19g7, Hal. 393
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Mengenai masalah kemerosotan ekonomi, Nahdlatu|ulama

m embicarakannya dengan pemerintah, seoerti pada tahun tg6?

Nahdlatul 'ulama mengutus saichu dan Kyai Musta,in kepada

menteri pertama Diuanda agar pemerintah mengambil langkah untuk

memperbaiki keadaan. Tetapi bira rakyat mengeruh masarh ekonomi

para pimppinan Nahdlatul 'ulama menolaj keluhan ini. umpamanya

ketua umum Nahdratu|ulama,Idham charid meminjam jargon

soekarno dalam mengecam ksluhan itu. Ia berkata bahwa

mempergunakan kemerosotan ekonomi untuk menyalahkan

pemerintah adalah perbuatan *kontra revolusi dan subversi,,.

sampai'sampai Musrimat Nahdlatu|urama juga turut menyalahkan

keluhan seperti itu. 23 
M usrimat N ahdlatur ,ulama menganjurkan

ketabahan. Dan ketika soekarno memerintahkan rakyat untuk hidup
sederhana, Musriamat Nahdratul ,utama ini juga turut menganjurkan

hal yang sam& dan memberi intruksi kepada para anggotanya untuk
msmatuhi dan rnelaksanakn perintah presiden itu.

sementara itu partisipasi Nahdratu'urama daaram kabinet
dari tahun l9-57 hingga 1965 tidak memberi warna khas bagi kabinet

a Deliar Noer, l9g?, Hal, 39j
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tersebut. dan oleh sebab itu, kurang berarti buat kedudukan

politik umat Islam. Dalam kabinet Djuanda (rgsr-19s9) Nahdratur

'Ulama mendapat jatah 4 kursi. 24 Namun hal tersebut tidak

mempengaruhi keputusan kabinet. Karena Presiden Soekarno turut

mencampuri soal pemerintahan. Idham Chalid ketua umum Nahdlatul

'ulama yang menjadi wakil perdana Menteri II tampaknya tidak

sebanding dengan Perdana M enteri Djuanda dan wakil perdan

Monteri I, yaitu parni Hadi (dari pNI). Kursi menteri lainnya yang

dipegang oleh Nahdlatul ,ulama adalah Menteri perdagangan (prof.

sunarjo), Menteri Agama (K.H.M. Iryas) dan Menteri Agraria
(Sunaryo).25

Ketika kabinet Djuanda di-resi uffte pada pertengahan l9sg,
Nahdlatul 'urama berhasir mendapat jatah satu kursi lagi, yaitu
untuk penghubung sipir-miriter (dengan K.H. wahib wahab sebagai

menterinya) dan dr reshufJ\e ini sunaryo yang menjabat sebagai

Menteri Agraria digantikan oreh Rahmad Murjomiseno.ro

?t Deliar Noer, I9g?, Hal. 39g
^-' Ibid. Hat. 398
^ Ibid, Hal. 398
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Kabinet tahun rgsg mengurangi jumrah menteri Nahdratur

'ulama menjadi dua dari kabinet yang terdiri dari 43 menteri.

dua ini termasuk K.H. rvahitr wahatr (Menteri Agama) dan K.H

Y ang

Fatah Yasin (Menteri Muda penghubung .urama,). Dan tidak

satupun dari partai-partai Islam manapun yang dipercaya memegang

kursi inti

Kabinet soekarno diubah ragi tahun-tahun 1960, r 96 z, rg63,
dan 1964. Pada tahun 1965 terjadi ragi reshuffre kecir. Kabinet r960
mengikutsertakan K.H. wahib wahab daram kabinet inti, sebagai

menteri Agama yang pada tanggal 2 maret 196:/. diganti oleh K.H.
syaifuddin Zuhri. sementara itu K.H. fatah yasin terus menduduki
kursi menterinpenghubung Arim LTrama, (yang ketika itu juga
mencakup para pendeta)..r

Reshuffle tahun lg62 mencatat Syaifuddin Zuhri dan fatah
Yasin dalam pos-pos yang tetap. Kabinet rg62 mengikut sertakan
ketua dan wakil kefua parlem en dan MpRS sebagai menteri. Dalam
rangk a ini term asuk Zainul A rifin (N U), ketua DpRGR, Idham

II M PRS dan A rudji
Chali d (N U) juga sebagai Wakil K etua

?'D.liar Noer, l9g?, Hal. 39g
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Kartawinata (PSII) sebagai wakir Ketua II DpRGR. oreh karena

kedua badan ini lebih merupakan stempel bagi kebijaksanna

pemerintah, kedudukan pimpinannya sebagai menteri juga sekedar

mempunyai arti simbolis saja. Idham chalid yang dalam

kabinet Djuanda menjadi wakir perdana menteri ke-2, mauk kabinet

962 karena ex-officto, dar am ketru dukannya sebagai wakir k etua II
MPRs. Memang perana para tokoh partai politik Islam dalam masa

kabinet-kabinet soekarno sangat menurun. para pemimpin partai

politik lain seperti pNI, parkindo, dan independen lebih menonjol

peranannya di masa ini. seperti N otohamiprojo (lg6?), Roeslan

Abdul ghani (1963) yang koduanya sama-sama dari pNI, Leimena

(1962) dari parkindo, chaerul saleh dan M uhammad ymin

(independen) yEng selama periode itu dipercaya menjadi anggota inti

kabinet, di samping oreng-orang militer.

Kabinet lg63 metrcatat nama K.H. syaifuddin zuhri sebagai

Menteri agama dan K.H. Fatah yrsin sebagai Menteri penghubung

Alim ulama'. sementara Idham chalid duduk sebagai menteri ex-

officio seperti tahun rg62, begitu juga dengan A chmad saichu

sebagai Wakil Ketua DPRGR.
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Kabinet terakhir dari masa Demokrasi Terpimpin jugr

mencatat nama syaifuddin Zuhri dan Fatah yasin pada kursi yang

sama, Demikian juga dengan Idham chrlid dan Ahmad saichu secara

ex-offtcio. Pada bulan M ei dan Juni l96i reshuffle kecil terjadi

dalam kabinet tanpa mengubah kedudukan wakil partai-partai politik

Islam. '* [J

E D.liar Noer, 19g7, Hal,399
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BAB V

PENTTTTIP

A, Kcslmpulan

L Dalam menghadapi Demokrasi Terpimpin partai-parhi politik Islam

terklasifikasikan dalam dua korompok, yaitu kerompok pertama, adarah

kelompok yang kontra terhadap Demokrasi Terpimpin. Kelompok ini diwakili

oleh Masyumi yang memandang bahwa ikut serta dalam sistem politik otoriter

adalah sebagai penyimpangan dari ajann Islam. sedangkan kelompok Kedua,

adalah kelompok yang pro terhadap Demokrasi Terpimpin , antara lain NU,

PSrI dan Perti, mereka memandanmg turut serta dalam sistem Demokrasi

Terpimpin adalah sikap pragmatik dan realistik.

2. Dalam Demokrasi Terpimpin, presidon soekarno menempatkan dirinya

sebagai pusat seluruh jaringan kekuasaan. Meskipun demikian masih ada dua

pemegang kokuasaan yang turut memainkan jalannya roda pemerintahan,

yaitu, PKI dan ABRI, khususnya TNI AD. sedangkan partai politik lainnya

khususnya partai-partai politik Islam sengaja dibuat tidak berdaya oleh

Presiden Soekarno
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3' Dalam menghadapi budaya yang serba otoriter, partai politik yang borsikap

agresif akibatnya berbahaya bagi survival partai itu, seperti Masyumi dan pSI

yang dibubarkan pada hhun 1960. sedargkan partai politik Islam lainnya

seperti NU, PSII dan perti yang bersikap kompromis-akomodatif

diperbolehkan hidup dan dapat duduk daram pemerintahan Meskipun

perflnan yang dimainkan kurang kurang diperhitungkan, akan tetapi setidak-

tidaknya mereka dapat menghalau gerakan-gerakan yang dilancarkan oleh

PKI, misalnya peristiwa Gerakan 30 september 196i (G. 30 s/pKD.

B, Saran-saran

Dalam menghadapi sistem pemerintahan yang murti partai, hendaknya seluruh

komponen bangsa bersikap arif dan bijaksana serta mampu menahan diri.

sebab gesekan-gesekan pandangan antar partai politik sudah pasti akan terjadi

dan akan berakibat fatal bagi tujuan yang hendak dicapai, yaitu terwujudnya

masyarakat yang adil dan makmur.

2' Peran apapun yang didapatkan dan diperoleh di drlam pemerintahan,

janganlah di sia'siakan, sebab itu lebih berarti dari pada tidak mendapatkan

I

peran sama sekali. [J
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